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INTISARI 
MUH.NUR AKBAR NOMOR POKOK E12111603, Program Studi 
Ilmu Pemerintahan Kerjasama Jurusan Politik Pemerintahan, 
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 
Analisis Peran Badan Pemeberdayaan Masyarakat Desa Di 
Kabupaten Bulukumba. Di Bimbing Oleh Dr.H.A.Gau Kadir,MA Selaku 
Pembimbing I Dan Dr.HJ.Indar Arifin,M.Si Selaku Pembimbing II. 
Tujuan Penelitian Ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dapat mengetahui 
bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten 
bulukumba. dan dapat juga di ketahui faktor-faktor apa yang 
mempengaruhi jalannya pelaksaan pemberdayaan masyarakat desa di ke 
kabupaten bulukumba 
Penelitian ini berlangsung kurang lebih 1 bulan dan berlokasi di 
Kabupaten Bulukumba. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan 
adalah observasi dan Wawancara Langsung. Tipe penelitian yang 
digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data stdi dengan membaca buku, majalah, surat kabar, 
dokumen-dokumen, Undang-undang dan media informasi lain yang ada 
hubungannya dengan masalah yang diteliti, Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa itu melalui 
pendekatan kepada masyarakat desa dan mengumpulkan ide-ide kreatif 
masyarakat desa untuk menjadi program BPMPD Kabupaten Bulukumba 
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them empowerment of rural communities the approach to the village 
community and gather creative ideas villagers to become BPMPD 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu 
organisasi adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah,yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan,namun tidak 
berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintah harus di bentuk 
kedalam organisasi sendiri. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib,di 
selanggarakan oleh seluruh provinsi,kabupaten,dan kota,sedangkan 
penyelanggaraan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh 
daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat 
dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah hal ini 
dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sector unggulan masing-
masing daerah upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah 
dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahtraan rakyat. 
Arah pembangunan nasional pada hakekatnya mempunyai tujuan 
membengun manusia seutuhnya,hal ini mengandung makna bahwa 
pembangunan fisik melalui pengadaan sarana dan prasarana harus 
sejalan dengan pembangunan mental psikologi manusia. Pendekatan 
yang digunakan dalam pembangunan manusia dewasa ini adalah 
“Pemberdayaan” perannya sangat komprenhensif dan terintegrasi dalam 
strategi pembangunan termasuk pada tahap perencanaan dan 
pelaksanaannya. 
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Pendekatan top-down tidak mengembangkan masyarakat untuk 
mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang 
lebih sesuai dengan kondisi setempat yang mengakibatkan 
ketergantungan. Namun masyarakat harus di berikan kepercayaan dalam 
pembangunan,dimana hasil lebih berkelangjutan akan dicapai jika 
masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses 
pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri,,sementara pemerintah 
dan lembaga lainnya mempunya peran sebatas mendukung 
memfasilitasi,pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantar 
masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisa masalah dan 
peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai sumber daya yang 
mereka miliki. Mereka sendiri yang akan membuat keputusan-keputusan 
dan rencana-rencana,mengimplementasikan serta mengavaluasi 
keefektifan kegiatan yang dilakukan. 
Isu pemeberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era 
globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-
forum diskusi yang dilakukan pemerintah,lembaga swadaya 
masyarakat,nasional dan internasional,dan melalui artikel-artikel dalam 
media massa.kesimpulannya sikap apatis masyarakat terhadap proyek 
pembangunan,partisipasi masyarakat yang rendah dalam 
pembangunan,penolakan masyarakat terhadap proyek 
pembangunan,ketidak berdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
serta pemecahan masalahnya,tingkat adopsi masyarakat yang rendah 
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inovasi,dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap 
bantuan pemerintah,serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan 
bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana 
pembangunan. Meskipun kritik-kritik diatas ada benarnya,tetapi dengan 
hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari factor-faktor penyebabnya 
maka permasalahannya tidak dapat di pecahkan (Suriadi,2005;56). 
Kebijakan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan 
kesejahtraan masyarakat,melalui berbagai program yang dilaksanakan 
telah menghasilkan berbagai kemajuan,antara lain peningkatan 
pendapatan perkapita,penurunan jumlah penduduk miskin dan 
meningkatnya kualitas hidup manusia secara rata-rata. Namun 
demikian,krisis ekonomi terjadi telah berdampat pada merosoknya tingkat 
kesejahtraan rakyat,diantaranya diperlihatkan oleh kembali meningkatnya 
jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Berdasarkan data BPS 2014 
menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk miskin Kec. Kajang 
Kab.Bulukumba sebanyak 3.700 KK  yang pada umumnya tinggal di 
perdesaan. 
Jumlah penduduk Kec.Kajang Kab.Bulukumba yang terus 
meningkat dari tahun ketahun,walaupun laju pertumbuhan pertumbuhan 
penduduk dapat dikendalikan,namun secara absolute pertambahan 
penduduk masih akan meningkat. Meningkatnya jumlah kelahiran,secara 
signifikan akan menambah beban keluarga dan tingkat kesejahtraan akan 
cenderung semakin menurun,terutama keluarga miskin. 
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Ketidak berdayaan masyarakat perdesaan termasuk masyarakat 
miskin,disebabkan masalah ekonomi juga disebabkan kurangnya akses 
masyarakat untuk : 
1) Memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan 
dan keterampilan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif 
dalam meningkatkan pendapatannya. 
2) Penyediaan sarana dan prasarana dan pendidikan baik formal 
maupun informal 
3) Berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan 
masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat yang 
berkualitas. 
Oleh karena itu kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten 
dan Kota. Maka upaya mempercepat kesejahtraan masyarakat adalah 
melalui pemberdayaan masyarakat dan dalam rangka itu berdasarkan 
peraturan daerah Bulukumba nomor 11 tahun 2008 tentang organisasi 
dan tata kerja Inspektorat,Bappeda,Lembaga teknis daerah dan lembaga 
lain Kabupaten Bulukumba di bentuklah badan pemberdayaan masyarakat 
dan pemerintahan desa Kabupaten bulukumba. 
Menurut Moh. Ali Azis,dkk (2005:136) : pemberdayaan masyarakat 
merupakan suatu proses dimana masyarakat,khususnya mereka yang 
kurang memiliki akses ke sumber daya pembengunan,didorong untuk 
meningkatkan kemandiriannya didalam menngembangkan perikehidupan 
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mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus 
menerus,proses partisipasi di mana anggota masyrakat bekerja sama 
dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan 
pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama 
Jadi,pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses 
Namun apakah Badan Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk 
tersebut dalam realisasinya sudah dapat menjalankan perannya terhadap 
masyarakat ?. Disinilah perannya akan terlihat apabila pelaksanaan yang 
dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk 
memungkinkan hal itu terjadi,khususnya pembangunan masyarakat 
perdesaan,mutlak di perlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai 
keikut sertaan perencanaan pada hasil akhir dari pembangunan tersebut. 
Berdasarkan uraian diatas,maka peneliti mengambil judul 
ANALISIS PERAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI 
KABUPATEN BULUKUMBA. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian,maka dapat dirumuskan 
masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
1) Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa di 
Kabupaten Bulukumba 
2) Factor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan 
pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bulukumba 
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1.3. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang 
hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus 
jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini 
adalah : 
1) Untuk mengetahui Peran badan Pemberdayaan masyarakat Desa 
di Kabuapaten Bulukumba. 
2) Untuk mmengetahui factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulukumba. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian di bagi menjadi tiga bagian,yaitu : 
1) Secara teoritis,diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
perkembangan studi Ilmu Pemerintahan dan menambah bahan 
bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal berkaitan dengan Ilmu 
Pemerintahan 
2) Secara Praktis,hasil penelitian ini dapat memberikan 
pengetahuan,saran,ataupun wacana serta dapat dijadikan sebagai 
bahan kajian bagi semua pihak terutama pemerintah daerah 
Kabupaten Bulukumba Khususnya Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (BPMD) dalam rangka meningkatkan efektifitas 
kerja berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.. 
3) Secara Metodologis,dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya 
bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan dengan 
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kebutuhan praktis  maupun teoritis dalam hal pembangunan ilmu 
pengetahuan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Setelah pemaparan mengenai hala-hal yang melatar belakangi 
penelitian,rumusan masalah,tujuan dan manfaatnya di dalam 
penelitian,selanjutnya bab ini akan dikemukakan tentang landasan-
landasan teori. 
2.1. Definisi Analisis 
Teori analisis menurut ahli memiliki peran yang sangat penting 
khususnya dalam menciptakan suatu  penemuan atau solusi akan sebuah 
permasalahan. Peran analisis juga di tjukan untuk melakukan deteksi 
apabila terdapat suatu kejanggalan atau penemuan khusus suatu 
penelitian. Melalui analisi data,langkah penyelesaian masalah pun dapat 
di ketahui. 
Menurut Anne Gregory, proses analisis merupakan suatu awal 
dalah tahap perencanaan penyelesaian suatu permaslahan,selain itu ,Dwi 
Pratowo dan Rifka Julianti juga mendinifisikan bahwa teori analisis 
merupakan teori penjabaran dan penelahaan suatu bagian permasalahan 
berdasarkan pemahaman dan observasi khusus untuk memperoleh 
makna dan kesimpulan keseluruhan akan masalah yang diidskusikan. 
Pengertian selanjutnya,di ungkapkan oleh Syahrul dan Mohammad 
Afdi Nizar,analisis merupakan suatu proses penilaian akan suatu kondisi 
pada bidang tertentu. Sehingga memungkinkan munclnya perbedaan-
perbedaan. 
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Jadi dalam suatu analisis terdapat proses penguraian,membedakan 
dan memilah sesuatu untuk di katagorikan sesuai dengan kriteria-kriteria 
tertentu. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Wiradi 
dan Komaruddin,bahwa analisis pada dasarnya adalah suatu aktivitas 
berpikir untuk menguraikan suatu permasalahan menjadi beberapa bagian 
dan kemudian mencari solusi secara kseluruhan. 
Dengan demikian ,berdasarkan cirri-ciri tarsebut,pengertia analisis 
menurut para ahli adalah sebagai suatu tindakan untuk menjawab 
permasalahan berdasarkan observasi,pengolahan data,dan akhirnya 
penarikan kesimpulan,sehngga penyelesaian dari permasalahan tersebut 
dapat diketahui dengan tepat. 
Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya 
dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan 
 Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Sebab data 
yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang 
tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang tidak 
berbunyi. Oleh karena itu, analisis data di sini berfungsi untuk mamberi 
arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data itu (M. Kasiram, 2006: 
274). 
Kegiatan dalam analisis data adalah : mengelompokan data 
berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 
variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 
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melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan 
melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, langkah terakhir tidak 
dilakukan. Tujuan analisa menurut Sofian Effendi dalam bukunyaMetode 
Penelitian Survai (1987 : 231) 
Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu 
keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda 
komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam 
satu keseluruhan yang terpadu (Komaruddin 1991 : 23) 
Analisa adalah waktu untuk mengumpulkan bukti, waktu untuk 
berulangkali bertanya "mengapa?" dan untuk menemukan sumber suatu 
masalah, yaitu akarnya (EFFREY LIKER, 1987 : 126) 
Analisa merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem dan 
merupakan tahap fundamental yang sangat menentukan kualitas sistem 
informasi yang dikembangkan (Hanif Al Fatta, 1984 : 254) 
Analisa merupakan suatu proses kerja dari rentetan tahapan 
pekerjaan sebelum riset didokumentasikan melalui tahapan penulisan 
laporan (Husein Umar 1974 : 130) 
Analisa adalah suatu cara membagi-bagi suatu subjek ke dalam 
komponen-komponen; berarti melepaskan, menanggalkan, menguraikan 
sesuatu yang terikat padu (Minto Rahayu, 2000 : 234) 
Analisa adalah "membaca" teks, yakni melikalisasikan tanda-
tandanya, kode-kode yang menempatkan tanda-tandaitu dalam interaksi 
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yang dinamis, dan pesan-pesan yang disampaikan (ROBERT J. 
SCHREITER, 1991) 
 2.2. Fungsi Analisis 
Sebagai suatu komponen dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan,analisis memilk fungsi sebagai berikut : 
1) untuk mengndentifikasikan cirri-ciri permasalahan yang 
dihadapi,sehinga nantinya dapat diketahui langkah-langkah 
penyelesaiannya secara tepat dan sesuai. 
2) untuk memberiakan spesifikasi atau keterangan terperinci 
mengenai objek permasalahan. Hal ini tentu mendukung proses 
penemuan solusi permasalahan yang dianalisis 
3) memberikan gambaran dasar mengenai simpulan dan strategi yang 
akan dilakukan  
Secara umum, analisis berfungsi sebagai media menemukan 
alternative atau gambaran dasar penyelesaian atas masalah yang diteliti. 
Selain itu penguraian data atau keterangan di dalam tindakan analisis 
harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena hasil analisis akan 
mempengaruhi kesimpula dan solusi atas masalah tersebut. Jadi ulasan 
teori analisis menurut para ahli-ahli tersebut dapat di simpulkan sebagai 
tahapan dasar atas perancangan suatu system yang dilakukan dengan 
cara sistematis,teliti dan objektif  
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2.3. Teori Peran 
Teori peran adalah sebuah sudut pandang 
dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar 
aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara 
sosial misalnya ibu, manajer, guru. Setiap peran sosial adalah 
serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang 
yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan 
bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan 
bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan 
posisi sosial dan faktor-faktor lain. Teater adalah metafora yang sering 
digunakan untuk mendeskripsikan teori peran. 
Meski kata 'peran' sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama 
beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul 
sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam 
kajian sosiologi melalui karya teoretis Mead, Moreno, dan Linton. Dua 
konsep Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahulu teori peran. 
 Tergantung sudut pandang umum terhadap tradisi teoretis, ada 
serangkaian "jenis" dalam teori peran. Teori ini menempatkan persoalan-
persoalan berikut mengenai perilaku social : 
1) Pembagian buruh dalam masyarakat membentuk interaksi di 
antara posisi khusus heterogen yang disebut peran; 
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2) Peran sosial mencakup bentuk perilaku "wajar" dan "diizinkan", 
dibantu oleh norma sosial, yang umum diketahui dan karena itu 
mampu menentukan harapan; 
3) Peran ditempati oleh individu yang disebut "aktor"; 
4) Ketika individu menyetujui sebuah peran sosial (yaitu ketika mereka 
menganggap peran tersebut "sah" dan "konstruktif"), mereka akan 
memikul beban untuk menghukum siapapun yang melanggar 
norma-norma peran; 
5) Kondisi yang berubah dapat mengakibatkan suatu peran sosial 
dianggap kedaluwarsa atau tidak sah, yang dalam hal ini tekanan 
sosial berkemungkinan untuk memimpin perubahan peran; 
6) Antisipasi hadiah dan hukuman, serta kepuasan bertindak dengan 
cara prososial, menjadi sebab para agen patuh terhadap 
persyaratan peran. 
Dalam hal perbedaan dalam teori peran, di satu sisi ada sudut 
pandang yang lebih fungsional, yang dapat dibedakan dengan 
pendekatan tingkat lebih mikro berupa tradisi interaksionis simbolis. Jenis 
teori peran ini menyatakan bagaimana dampak tindakan individu yang 
saling terkait terhadap masyarakat, serta bagaimana suatu sudut pandang 
teori peran dapat diuji secara empiris. 
Kunci pemahaman teori ini adalah bahwa konflik peran terjadi 
ketika seseorang diharapkan melakukan beberapa peran sekaligus yang 
membawa pertentangan harapan. 
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Teori peran sangat berkaitan erat dengan yang namanya 
sosialisasi. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori 
mengenai peranan (role theory). Walau Park menjelaskan dampak 
masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannnya dengan peran, namun 
jauh sebelumnya Robert Linton (1936), seorang antropolog, telah 
mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi social 
dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang di 
tetapkan oleh budaya. 
Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan 
pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Menurut teori ini masyarakat yang dibarengi dengan yang namanya 
pemahaman tentang peran-peran secara otomatis akan lebih paham 
dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, karena segala sesuatu 
yang diajarkan dengan peran adalah salah satu fakor utama dalam 
mencapai kepuasan tersendiri bagi individu untuk menjalankan sebuah 
fungsi. Hal ini dikaitkan dengan bagaimana seorang individu atau 
masyarakat memahami apa yang dilakukan oleh agen sosialisasi. Oleh 
karena itu diperlukan peran yang aktif dalam proses pensosialisasian atas 
individu atau masyarakat agar tercapai keinginan yang disepakati. 
           Di Indonesia berbeda, usia sekolah dimulai sejak tujuh tahun, 
punya pasangan hidup sudah bisa usia tujuh belas tahun, pensiun usia 
lima puluh lima tahun. Urutan tadi dinamakan “tahapan usia” (age 
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grading). Dalam masyarakat kontemporer kehidupan kita dibagi ke dalam 
masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua, di mana 
setiap masa mempunyai bermacam-macam pembagian lagi. 
Untuk dapat melihat secara sederhana penjelasan mengenai Teori 
Peran, apa dan bagaimana definisi serta mekanisme dari teori peran itu 
sendiri, maka terlebih dahulu dapat kita lihat penjelasan teori peran yang 
dikaji terhadap hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-
hari. Dalam hubungan antar manusia terdapat tiga teori yang dapat 
dijadikan acuan untuk membantu menerangkan model dan kualitas 
hubungan antar manusia tersebut, salah satunya adalah teori peran. 
Dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang biasanya 
manusia akan menjadi apa dan siapa, tergantung pada lingkungan 
sekitarnya atau pada siapa ia bergaul. Manusia tidak bisa hidup sendirian, 
sebab terdapat adanya rasa saling ketergantungan satu sama lain. Dalam 
pergaulan hidup, manusia menduduki fungsi yang bermacam-macam. 
Dalam hubungan antar manusia terdapat seorang pemimpin dan 
bawahan, pemerintah dan masyarakatnya, dan lain sebagainya. 
Menurut teori peran dalam kajiannya terhadap hubungan antar 
manusia ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario 
atau peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa 
dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Contohnya 
manusia yang berkumpul disuatu tempat dengan jumlah yang banyak 
kemudian disebut sebagai masyarakat, masyarakat kemudian menunjuk 
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seorang sebagai pemimpin, misalnya Ketua RT, yang berperan mengatur 
dan membimbing masyarakat. Kemudian dalam lingkup yang lebih besar 
yaitu negara, ditunjuk seorang presiden dengan peran yang diatur oleh 
masyarakat sendiri. Jadi dengan kata lain sudah tertulis bahwa seorang 
presiden harus bagaimana, seorang gubernur harus bagaimana, seorang 
guru harus bagaimana, murid harus bagaimana. Demikian juga sudah 
tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh suami, isteri, ayah, ibu, anak, 
dan seterusnya. 
Menurut teori ini, jika seorang mematuhi skenario, maka hidupnya 
akan harmonis, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh 
oleh ”penonton” dan ditegur oleh ”sutradara”. Contohnya dalam era 
reformasi ini, bila seorang pemimpin atau presiden yang menyalahi 
skenario atau perannya maka akan dapat di demo oleh masyarakat.  
Kemudian sama halnya dengan kehidupan perpolitikan antar 
negara atau dalam dunia internasional, dapat kita lihat dari teori peran 
yang didasarkan pada analisis politik. Pemikiran John Wahlke, tentang 
teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Ia 
membedakan peran berdasarkan pada aktor yang memainkan peranan 
tersebut, yaitu peran yang dimainkan oleh aktor politik dan peran oleh 
suatu badan atau institusi (Mas‟oed, Mohtar 1989)  
Ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha 
menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma perilaku yang berlaku 
dalam peran yang dijalankannya. Sedangkan ia mendeskripsikan peranan 
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institusi secara behavioral, dimana model teori peran menunjukkan segi-
segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Kerangka 
berpikir teori peran juga memandang individu sebagai seorang yang 
bergantung dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. 
Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat 
berhubungan erat dengan peran. Karena peran mengandung hal dan 
kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. 
Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku 
juga di masyarakat. Seorang individu akan terlihat  status sosialnya hanya 
dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya. 
Berikut ini adalah pengertian dan definisi peran: 
1)    Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila 
seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Soekanto (1990:268) 
2)   Peran adalah the dynamic aspect of status. Dengan kata lain, 
seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya. R.Linton 
(1984 : 256) 
3)    Peran adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu 
yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-
norma yang dikembangkan  dengan  posisi  atau  tempat  seseorang  
dalam  masyarakat, peranan  dalam  arti  ini  merupakan  rangkaian  
peraturan-peraturan  yang membimbing seseorang dalam kehidupan 
kemasyarakatanî. Soejono Soekamto : 1982 
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4)    Peran berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian 
atau memegang pimpinan yang terutama (W.J.S. Poerwadarminta : 1985). 
Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku 
yang di harapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai 
kedudukannya dalam,suatu system,peran di pengaruhi oleh keadaan 
social baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah 
bentuk dari prilaku yang diharapkan dari seseorang pada setuasi sosial 
tertentu. 
Peran adalah deskripsi social tentang siapa kita dan kita siapa. 
Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain,komunitas 
social atau politik. Peran adalah posisi dan pengaruh. 
Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi,peran adalah 
serangkaian rumusan yang membatasi prilaku-prilaku yang diharapkan 
dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga,prilaku ibu 
dalam keluarga diharapkan bisa member anjuran,member 
penilaian,member sangsi dan lain-lain. 
Menurut Horton dan Hunt (1993),peran (role) adalah prilaku yang 
diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran 
yang tergabung bdan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968) 
dinamakan perangkat peran (role set). Dalam kerangka besar,organisasi 
masyarakat,atau yang disebut sebagai struktur social,ditentukan oleh 
hakekat (nature) dari peran-peran ini,hubungan antara peran-peran 
tersebut,serta distribusi sumberdaya yang langka diantara orang-orang 
33 
 
yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda 
merumuskan,mengorganisasikan,dan member imbalan (reward) terhadap 
aktivitas-aktivitas mereka denga cara yang berbeda,sehingga setiapa 
masyarakat memilki struktur social yang berbeda pula. Sedangkan Abu 
Ahmadi (1982) mendenifisikan peran sebagai suatu kompleks 
pengaharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan 
berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. 
Park menjelaskan dampak masyarakat atas prilaku kita dalam 
hubungannya dengan peran,namun jauh sebelumnya Robert Linton 
(1936),seorang atropolog,telah mengembangkan teori peran. Teori peran 
menggambarkan interaksi social dalam terminalogi actor-aktor  yang 
bermain sesuai dengan apa-apa yang di tetapkan oleh budaya. 
Kemudian,sosiolog yang bernama Glen Elder (1975) membentu 
memperluas penggunaan teori peran.pendekatannya yang dinamakan 
“life-course” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan 
kepada setiap anggotanya untuk mempunyai prilaku tertentu sesuai 
dengan katagori-katagori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. 
2.4. Konsep Peran Pembedayaan Masyarakat 
Konsep pemeberdayaan masyarakat di Indonesia secara konstiitusi 
termasuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah di sebutkan bahwa setiap daerah di Indonesia 
diberikan kekuasaan menagtur,mengelola dan memberdayakan daerah 
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masing-masing. Berdasarkan undang-undang terrsebut dapat dipahami 
bahwa memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat.   
Para ilmuan social dalam memberikan dalam memberikan 
pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda 
dalam berbagai konteks dan bidang kajian,hal tersebut dikarenakan belum 
ada definisi yang tegas mengenai konsep pemberdayaan. 
 Terkait dengan penelitian ini,penelitian tersebut 
menggambarkan/menganalisa pemberdayaan masyarakat secara 
komprenhensif dengan tujuan untuk menemukan pola-pola peran Badan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Dalam penelitian tersebut,diketahui bahwa peran pemberdayaan 
masyarakat dapat dilihat melalui keikutsertaan pada tahap-tahap kegiatan. 
Tahap pertama dimulai dengan tahap pengambilan inisiatif. Disini 
masyarakat dikenalkan kepada program pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat. Masyarakat 
dikenalkan dengn berbagai permasalahan yang dihadapi di lingkungannya 
sehingga dapat memunculkan ide positif untuk mengatasi masalah 
tersebut. Pada tahap kedua terdapat penggambaran/deskripsi yang jelas 
mengenai pendekatan peran serta masyarakat. Penggambara peran serta 
masyarakat digambarkan melalui rembug warga sebagai bentuk 
pemehaman nilai-nilai dan permasalahan yang sedang dihadapi 
masyarakat. Berikutnya adalah tahap pengawasan dan evaluasi. Pada 
tahap ini perlibatan tokoh/pemimpin masyrakat sangat penting karena 
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wewenang sebagai perantara antara pemilik program peningkatan 
kualitasdengan pelaksanaan dan masyarakat. Model pengawasan seperti 
ini merupakan pilihan pemberdayaan yang dapat diselesaikan dengan 
musyawarah. Tahap terakhir adalah tahap pengelolaan. Tahap ini menjadi 
penting karena keberhasilan pengelolaan sangat dipengaruhi oleh 
aktivitas warga yang bersifat membina,membangun,dan mengembangkan 
lingkungannya. 
Sedangkan menurut Suharto (dalam Hatu,2010:102) menjelaskan 
bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kekuasaan aparat atau 
pmeberdaya untuk memberdayakan masyarakat sehingga mengikuti 
kehendak pemberdaya taua penguasa tersebut.berdasarakan pendapat 
Suharto (dalam Hatu,2010:102) peneliti juga berpendapat bahwa 
pemberdayaan berkenan denga orang yang memberdayakan dan orang 
yang diberdayakan. Golongan pemberdaya biasanya dari kalangan 
penguasa atau berokrasi yang berupaya memberikan motivasi dan 
fasilitas sehingga masyarakat akan berdaya dalam melakukan suatu 
kegiatan. 
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan 
masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh 
masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pemberdayaan di upayakan agar masyarakat kemandirian baik dalam segi 
kebutuhan ekonomi  maupun kebutuhan lainnya. 
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Menurut Sulistiyani (2004 : 77) secara etimologis pemberdayaan 
berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. 
Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai 
sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya 
(kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. pengertian 
tentang masyarakat, menurut Soetomo (2011 : 25) masyarakat adalah 
sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga 
terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. 
definisi tersebut bila digabungkan dapat dipahami makna 
pemberdayaan masyarakat. Namun sebelum kita tarik kesimpulan, 
terlebih dahulu kita pahami makna pemberdayaan masyarakat menurut 
para ahli. Menurut  Moh. Ali Aziz, dkk (2005 : 136) : 
“Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana 
masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber 
daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di 
dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan 
masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses 
partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok  
formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman 
serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan 
masyarakat lebih merupakan suatu proses”. 
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Selanjutnya permaknaan pemberdayaan masyarakat menurut 
Madekhan Ali (2007 : 86) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat 
sebagai berikut ini : 
“Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi 
untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental 
maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam 
strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; 
pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk 
memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, 
kearifan, dan kreativitas masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga 
membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat”. 
Mengacu pada pengertian dan teori para ahli di atas, dalam 
penelitian ini pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya 
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya 
untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai 
kemandirian. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan 
masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada 
masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan 
perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan 
masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya 
sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan 
mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.  
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Sedangkan menurut Setiana (2002) dalam Lucie Setiana (2005: 5-
6), pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata 
empowerment, yaitu sebagi upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang 
sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan 
masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat 
lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka 
sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian 
diharapkan dapat member peranan kepada individu bukan sebagai obyek, 
tetapi justru sebagai subyek pelaku pembangunan yang ikut menentukan 
masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum. Sedangkan 
Kartasasmita (1996) dalam Lucie Setiana (2005: 6) mengatakan bahwa 
pada dasarnya memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk 
meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi 
sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 
keterbelakganan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah 
memampukan dan memandirikan masyarakat. 
Pengertian lain tentang pemberdayaan masyarakat adalah proses 
pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses 
kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. 
Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut 
berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan 
masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut 
menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini 
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subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat 
(beneficiaries) atau obyek saja (www.wikipedia.com). 
Untuk memahami proses pemberdayaan secara lebih proporsional, 
Korten (1987) dalam Soetomo (2006: 404) merumuskan pengertian power 
sebagai kemampuan untuk mengubah kondisi masa depan melalui 
tindakan dan pengambilan keputusan. 
Dari beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses 
yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan 
kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan 
pengorganisasian masyarakat. Dari beberapa definisi pemberdayaan 
masyarakat diatas juga dapat disimpulkan bahwa terlihat ada tiga tujuan 
utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan 
kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan 
mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat 
dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk 
berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk 
mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi 
sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh 
masyarakat. 
Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yang terpenting 
adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi, suasana, 
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atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang 
(Lucie Setiana, 2005: 6). 
Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan 
sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi 
identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan 
biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005: 41). Menurut kodratnya, 
manusia tidak dapat hidup menyendiri, tetapi harus hidup bersama atau 
berkelompok dengan manusia lain yang dalam hubungannya saling 
membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan 
kebutuhannya masing-masing atau istilah lain adalah saling berinteraksi. 
Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan 
Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf 
hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, 
program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan 
masyarakat.  
Menurut Ketaren (2008: 178-183) pemberdayaan adalah sebuah 
”proses menjadi”, bukan sebuah ”proses instan”. Sebagai proses, 
pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama 
Penyadaran, pada tahap penyadaran ini, target yang hendak 
diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran 
bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai ”sesuatu‟, prinsip 
dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu 
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(membangun ”demand”) diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu 
dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menyadari, 
tahap kedua adalah Pengkapasitasan, atau memampukan (enabling)  
untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada 
individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu 
menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah 
Pemberian Daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, 
kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai 
dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.  
Membicarakan konsep pemberdayaan, tidak dapat dilepas-
pisahkan dengan konsep sentral, yaitu konsep Power (daya). Menurut 
Suriadi (2005: 54-55) Pengertian pemberdayaan yang terkait dengan 
konsep power dapat ditelusuri dari empat sudut pandang/perspektif, yaitu 
perspektif pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis. 
Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah 
suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi para elitis, membentuk 
aliansi dengan elitis, melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada 
elitis. Masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol 
yang besar sekali dari para elitis terhadap media, pendidikan, partai politik, 
kebijakan publik, birokrasi, parlemen, dan sebagainya.  
Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis 
adalah suatu agenda yang lebih menantang dan dapat dicapai apabila 
bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminir. Masyarakat tak berdaya 
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suatu bentuk struktur dominan yang menindas masyarakat, seperti: 
masalah kelas, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan 
masyarakt adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara 
fundamental, menentang penindasan struktural.  
Dalam konteks relasi negara dan masyarakat, maka 
ketidakberdayaan warga negara tidak bisa dilihat sebagai suatu ”kodrat” 
melainkan harus dilihat sebagai hasil dari relasi kuasa. Permasalahannya 
adalah apakah relasi kuasa yang berkembang memang memungkinkan 
suatu proses yang membuat masyarakat yang punya kekuatan menjadi 
tidak punya kekuatan (dalam konteks negara demokrasi), atau apakah 
proses yang ada cenderung tidak menghilangkan kekuatan yang dimiliki 
masyarakat atau sebaliknya ? Selanjutnya, Himawan Pambudi (2003: 54) 
berpendapat bahwa pemberdayaan memiliki makna:  
Pertama, pemberdayaan bermakna kedalam, berarti suatu usaha 
untuk mentransformasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekatkan 
masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka. Suatu 
transformasi kesadaran bermakna tindakan untuk mengembangkan 
pendidikan politik, guna mengembangkan wacana alternatif, sehingga 
dominasi atau hegemoni negara bisa diatasi. Langkah-langkah ini 
dilakukan dengan maksud utama untuk:  
1) Memungkinkan masyarakat secara mandiri (otonom) 
mengorganisasikan diri dan dengan demikian akan memudahkan 
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rakyat menghadapi situasi-situasi sulit, serta mampu menolak 
berbagai kecenderungan yang merugikan.  
2) Memungkinkan ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya 
dengan memberikan semacam garansi bagi tidak diabaikannya 
kepentingan rakyat.  
3) Memungkinkan diatasinya persoalan-persoalan dalam dinamika 
pembangunan yang menjadi cermin adanya kepercayaan kepada 
rakyat bahwa rakyat tidak perlu dimaknai sebagai sumber kebodohan, 
melainkan subjek pembangunan yang juga memiliki kemampuan. 
Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat 
selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja 
serta kekuatan yang terletak pada setiap individu. Pemberdayaan sebagai 
proses pengambilan keputusan, orang-orang yang telah mencapai tujuan 
kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan suatu 
keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan 
akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainya dalan rangka 
mencapai tujuan.  
Himawan S. Pambudi, dkk(2003: 55-56), memberi cakupan 
terhadap aspek ketidakberdayaan rakyat, agar bisa memperlihatkan apa 
yang seharusnya menjadi orientasi dari pemberdayaan mayarakat 
tersebut:  
1) Masalah kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat begitu 
rendah. Fokus dari permasalahan ini adalah terpenuhinya 
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kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, kesehatan, dan 
sebagainya. 
2) Masalah akses terhadap sumberdaya, sebagian masyarakat elit 
dan kelas menengah memiliki akses dan kemudahan yang tinggi 
dan sebagian yang lain tidak memiliki akses dan termarginal.  
3) Masalah kesadaran, massa rakyat umumnya percaya bahwa 
keadaan mereka berkait dengan nasib. Sebagian dari golongan elit 
mensosialisasikan masalah ini secara sistematik, apakah melalui 
lembaga pendidikan, media massa atau media lain. Kemampuan 
massa rakyat untuk memahami persoalan-persoalan yang mereka 
hadapi sangat terbatas. Sebagai akibatnya, banyak masalah tidak 
bisa diselesaikan substansial dan cenderung diselesaikan dengan 
cara karikatif (bantuan karena belas kasihan). 
4) Masalah partisipasi, umumnya rakyat memiliki keterlibatan yang 
sangat kecil atau tidak sama sekali dalam proses pengambilan 
keputusan yang menyangkut diri mereka sendiri. Dapat dikatakan 
nasib rakyat ditentukan oleh golongan elit.  
5) Masalah kapasitas untuk ikut memberikan kontrol dan 
mengendalikan proses penyelenggaraan pemerintahan, 
kekuasaan dan berbagai relasi yang ada. 
Sardlow (Adi, 2003:54) melihat berbagai pengetian yang ada 
mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, 
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kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka 
sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan 
keinginan mereka. Kata pemberdayaan mengesahkan arti adanya sikap 
mental yang tangguh. Proses pemberdayaan mengandung dua 
kecendrungan, yaitu: 
Pertama,kecenderungan Primer,Proses pemberdayaan yang 
menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian 
kekuasaan,kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu 
menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upayang 
membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian 
mereka melalui organisasi. 
Kedua,kecendrungan sekunder,menekankan pada proses 
menstimulasi,mendorong dan memotivasi agar individu akan mempunyai 
kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya 
melalui proses dialog. 
Kedua proses tersebut saling terkait, dan agar kecenderungan 
primer dapat terwujud, sering harus melalui kecenderungan sekunder 
terlebih dahulu. Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses 
dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan 
untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 
masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 
kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada 
keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu 
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masyarakat yang berdaya, yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan 
dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat 
fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu 
menyelesaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam 
kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 
Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering kali digunakan sebagai 
sebuah proses. 
Tujuan utama pemberdayaan itu sendiri adalah memperkuat 
kekuasaan masyarakat miskin dan kelompok lemah lainnya. Mereka 
adalah kelompok yang pada umumnya kurang memiliki keberdayaan. 
Oleh karena itu, untuk melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan 
perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan 
yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai 
kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:  
a) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, 
gender, maupun etnis. Universitas Sumatera Utara 
b) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, 
penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing. 
c) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami 
masalah pribadi dan/atau keluarga. 
d) Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam 
suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, 
kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para 
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penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami ketidak 
berdayaan.  
e) Di samping itu menurut ife , pemberdayaan memuat dua pengertian 
kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini 
diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti 
sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas: 
disamping itu menurut Ife 
a) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: 
kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai 
gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan. 
b) Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan 
selaras dengan aspirasi dan keinginannya. 
c) Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan 
menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara 
bebas dan tanpa tekanan. 
d) Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan 
mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga 
kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan 
e) Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber 
formal, informal dan kemasyarakatan 
f) Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola 
mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. 
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g) Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses 
kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi 
Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa 
pemberdayaan masyarakat berkenan dengan upaya yang dilakukan oleh 
penguasa untuk memberdayakan individu atau sekolompo masyarakat 
sehingga melakukan dan mematuhi apa yang di inginkan penguasa,dalam 
hal ini penguasa dalam hal sebuah Negara adalah pemerintah itu sendiri. 
Pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah dilakukan secara terprogram 
berdasarkan perencanaan yang matang sejalan dengan pembangunan. 
2.5. Aspek Pemberdayaan 
Dalam pelaksanaannya, Narayan (2002:18) mengungkapkan 
bahwa untuk meningkatkan keberdayaan suatu komunitas di dukung oleh 
beberapa elemen berikut :  
a. Aspek terhadap informasi 
Informasi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk 
memperoleh akses terhadap kekuasaan dan kesempatan. Pengertian 
kekuasaan yang dimaksud merupakan kemampuan masyarakat, terutama 
masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan kesempatan untuk 
mempejuangkan hak-hak dasarnya. Informasi memberikan khasanah dan 
wawasan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 
Informasi ini tidak hanya berupa kata-kata yang tertulis, namun dapat pula 
diperoleh melalui diskusi kelompok, cerita, debat,dan opera jalanan dalam 
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bentuk yang berbeda-beda secara kultural dan biasanya menggunakan 
media seperti radio, internet, dan televisi.  
b. Inklusi dan partisipasi 
Inklusi memfokuskan pada pertanyaan siapa yang terlibat (Bennet 
,2002, dalam Malholtra, 2002:5) mengungkapkan bahwa pengertian inklusi 
sosial sebagai berikut: “The removal of institutional barriers and the 
enchancement of incentives to increase the access of diverseindividuals 
and groups to assets and development opportunities.” (Pengurangan 
hambatan institusional dan peningkatan insentif untuk meningkatkan 
askes bagi individu dan kelompok yang beragam untuk memiliki 
kesempatan dan pengembangan).  
Lebih lanjut Bennet menekankan bahwa pengertian pemberdayaan 
dan inklusi sosial ini adalah sebuah proses daripada suatu hasil akhir. 
Proses pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan “dari bawah” 
dan melibatkan lembaga seperti individu dan kelompok. Sementara inklusi 
membutuhkan perubahan sistemik yang dimulai “dari atas”. Sementara 
pasrtisipasi secara sederhana diartikan bagaimana komunitas miskin 
terlibat dan peran apa yang dimainkan.  
Inklusi sosial pada komunitas miskin merupakan aspek penting 
dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini bertujuan agar setiap 
proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan 
memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat, serta memiliki komitmen 
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untuk membuat suatu perubahan yang merupakan hakekat dari 
pemberdayaan.  
Usaha untuk mempertahankan inklusi dan partisipasi membutuhkan 
perubahan peraturan agar masyarakat memiliki ruang untuk berdiskusi 
dan berpartisipasi secara langsung dalam penentuankebijakan lokal dan 
nasional, penyusunan anggaran, dan pemberian pelayanan dasar. Dalam 
hal ini, kita dapat melihat partisipasi masyarakat dalam proses 
pemberdayaan memiliki peranan yang vital untuk menentukan berjalan 
atau tidaknya suatu pemberdayaan. Partisipasi masyarakat dalam 
berbagai tahap pemberdayaan akan mendukung mereka menjadi lebih 
berdaya dan memiliki ketahan dalam menghadapi berbagai perubahan 
yang terjadi.  
Conyers (1991: 86-187) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, diantaranya adalah 
masyarakat akan merasa lebih dihargai apabila keterlibatan (partisipasi) 
mereka berpengaruh terhadap suatu kebijakan tertentu dan berpengaruh 
langsung terhadap apa yang mereka rasakan. Faktor lainnya yang 
mempengaruhi adalah penyesuaian diri perencana sosial atau pemangku 
kepentingan atas apa yang pentinga dan apa yang tidak penting oleh 
suatu komunitas.  
c. Akuntabilitas  
Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pemerintah, perusahaan 
swasta, atau penyedia pelayanan untuk dapat mempertanggungjawabkan 
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kebijakan, tindakan, serta penggunaan dana yang mendukung 
pelaksanaan tindakan tersebut.  
d. Kapasitas organisasi local 
Kapasitas organisasi lokal merujuk pada kemampuan masyarakat 
untuk bekerja sama, mengorganisasikan diri mereka, dan memobilisasi 
sumber daya untuk memecahkan masalah. Seringkali, di luar jangkauan 
sistem formal, masyarakat miskin saling mendukung satu sama lain dan 
memiliki kekuatan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Organisasi 
masyarakat miskin umumnya bersifat informal. Contohnya tetangga yang 
saling meminjam uang atau beras satu sama lain. Mereka juga dapat 
berbentuk formal, dengan atau tanpa registrasi yang sah, contohnya 
kelompok tani kelompok lingkungan ketetanggan.  
Suara dan permintaan masyarakat yang terorganisasi umumnya 
lebih didengarkan daripada masyarakat yang tidak terorganisir. 
Keanggotaan masyarakat miskin berdasarkan organisasi dapat lebih 
efektif dalam memenuhi kebutuhanmendasarnya, namun mereka 
terhambat oleh sumber daya dan pengetahuan teknis yang terbatas. 
Seringkali mereka kurang memiliki modal sosial yang menjembatani dan 
menghubungkan, yaitu mereka tidak dapat terhubunga dengan kelompok 
lain atau sumber daya lainnya. Kapasitas organisasi lokal merupakan 
kunci dari efektifnya sebuah pemberdayaan. Organisasi, asosiasi, 
federasi, jaringan, dan gerakan sosial, kelompok miskin merupakan 
pemain kunci dalam tataran institusional.  
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Lebih lanjut Narayan mengungkapkan bahwa kaum miskin tidak 
akan berpartisipasi dalam sebuah kegiatan apabila partisipasi mereka 
tidak dihargai dan  tidak menimbulkan perubahan-perubahan yang cukup 
signifikan bagi kesejahteraan mereka dan berguna dalam proses 
pengambilan keputusan . Meskipun terdapat organisasi lokal yang kuat, 
hal ini tetaplah menyebabkan kaum miskin tidak memiliki akses terhadap 
pemerintahan lokal, sektor ekonomi swasta, dan kurangnya akses 
terhadap informasi. 
2.6. Tahap-Tahap Peran BPMPD Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
Pada hakekatnya, pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang 
lebih menekankan proses, tanpa bermaksud menafikan hasil dari 
pemberdayaan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan proses, maka 
partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan 
pemberdayaan mutlak diperlukan.  
Sebagaimna yang diungkapkan oleh Adi (2003: 70-75) bahwa 
pemberdayaan menekankan pada process goal, yaitu tujuan yang 
berorientasi pada proses yang mengupayakan integrasi masyarakat dan 
dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara 
kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri 
(self help) sesuai prinsip demokratis. Dengan menekankan pada proses, 
maka pemberdayaan pun memiliki tahap-tahap sebagai berikut:  
1. Penyadaran 
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Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar 
mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi 
peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (self 
help).  
2. Pengkapisatan 
Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan 
dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai capacity building, 
yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai.  
3. Pendayaan 
Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang 
sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.  
Tahapan program pemberdayaan masyarakat atau pengembangan 
masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha 
mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Secara lebih jelas, tahapan 
tersebut digambarkan sebagai berikut:  
Bagan 2.6. Tahap-Tahap Pemberdayaan 
 
 
 
 
 
 
 
Aktual Client 
Sosialis
asi 
Intake Proces 
Potetial Client 
Intake Proces 
Participatio
n Planining 
Intervention 
Proces 
Monitoring 
& Evaluasi 
Termination 
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Berdasarkan bagan 2.6. tersebut, tahap-tahap pemberdayaan 
dibagi ke dalam tujuh tahap, yaitu tahap persiapan (intake process), 
assesment, perencanaan partisipasi, proses intervensi, monitoring dan 
evaluasi, serta terminasi. Pada tahap intake ,terdapat dua sasaran yang 
dituju yaitu klien aktual dan klien potensial. Klien aktual merujuk pada klien 
yang akan diintervensi, sementara klien potensial adalah klien yang 
memiliki potensi untuk diintervensi. Kedua klien tersebut memperoleh 
sosialisasi dan melalui tahap assesment untuk kemudian direncanakan 
sebuah rencana aksi untuk kegiatan pendampingan. Dalam setiap tahap, 
terutama tahap pendampingan, monitoring dan evaluasi diperlukan. 
Kemudian akhirnya tahap terminasi atau pelepasan merupakan tahap 
terakhir dari proses pemberdayaan dimana komuntas sasaran telah 
mampu mandiri dan berberdaya. Berikut tahap-tahap pemberdayaan :  
1. Tahap Persiapan  
Tahap ini mencakup tahap penyiapan petugas dan tahap 
penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dalam hal ini (community worker) 
merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat.  
2. Tahap Pengkajian (assesment)  
Proses assesment dilakukan dengan mengidentifikasi masalah 
(kebutuhan yang dirasakan = felt needs) dan juga sumber daya yang 
dimiliki oleh klien.  
3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan dan Tahap 
Pemformulasian Rencana Aksi  
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Pada tahap ini, agen perubah (community worker) secara 
partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah 
yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.  
4. Tahap capacity building dan networking  
Tahap ini mencakup :  
a) Melakukan penelitian, workshop, dan sebagainya untuk 
membangun kapasitas setiap individu masyarakat sasaran agar 
siap menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka.  
b) Masyarakat sasaran bersama-sama membuat aturan main dalam 
menjalankan progam, berupa anggaran dasar organisasi, sistem, 
dan prosedurenya. 
c) Membangun jaringan dengan pihak luar seperti pemerintah daerah 
setempat yang dapat mendukung kelembagaan lokal. 
5. Tahap pelaksanaan dan pendampingan  
Tahapan ini mencakup : Melaksanakan kegaitan yang telah disusun 
dan direncanakan bersama masyarakat sasaran.  
6. Tahap Evaluasi  
Tahapan ini mencakup :  
a) Memantau setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan. 
b)  Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari tahapan 
pemberdayaan yang dilakukan. 
c) Mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul dalam setiap 
tahapan pemberdayaan. 
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Tahap evaluasi akhir dilakukan setelah semua tahap dijalankan. 
Tahap evaluasi akhir menjadi jembatan menuju tahap terminasi (phasing 
out strategy).  
7. Tahap Terminasi  
Tahap terminasi dilakukan setelah program dinilai berjalan 
sebagaimana yang diharapkan. Dengan berakhirnya tahap terminasi ini, 
maka fasilitator menyerahkan kontinuitas program kepada masyarakat 
sasaran sebagai bagian dari kegiatan keseharian mereka. 
2.7. Indikator BPMPD Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
BPMPD memiliki indikator-indikator untuk mengukur dan 
mengetahui sejauh mana pemberdayaan yang dilakukan pemerintah akan 
tercapai sesuai dengan harapan. Pemberdayaan memiliki dimensi-dimensi 
sesuai dengan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah 
sehingga indicator-indikator pemberdayaan dapat diukur berdasarkan 
dimensi pemberdayaan masyarakat. 
Suharto (dalam Hatu, 2010:103) menjelaskan bahwa dimensi-
dimensi yang dapat dijadikan indikator pemberdayaan masyarakat dalam 
suatu Negara disesuaikan dengan program pembangunan yang mengarah 
pada kesejahteraan masyarakat yaitu; a) masyarakat memenuhi 
kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, b) pendapatan 
masyarakat meningkat dan c) masyarakat dapat berpartisipasi dalam 
pembangunan. Guna kejelasan indikator tersebut peneliti akan 
menguraikan sebagai berikut: 
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a) Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi,  
Pendidikan dan Kesehatan Pemberdayaan masyarakat tidak 
terlepas dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan 
ekonomi berkenaan dengan mutu pekerjaan masyarakat sedangkan 
di bidang pendidikan berkenaan dengan pengembangan ilmu 
pengetahuan. 
b) Peningkatan Pendapatan masyarakat 
Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pula dengan peningkatan 
pendapatan masyarakat. Misalnya petani dapat meningkat hasil 
panennya sehingga menambah pengahasilannya setiap bulan. 
c) Partisipasi dalam pembangunan. 
Pemeberdayaan masyarakat tampak pula pada partisipasi dalam 
pembangunan di desa, seperti pembangunan infrastruktur dalam 
bentuk parisipasi ide pikiran, partisipasi bantuan dana maupun 
bantuan tenaga dalam pembangunan yang ada di desa. 
Adapun menurut Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan 
beberapa indikator pemberdayaan,yang mereka sebut sebagai 
empowerment index atau indeks pemberdayaan (Girvan,2004): 
1) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar 
rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas 
medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas 
ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian 
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2) Kemampuan membeli komoditas „kecil‟: kemampuan individu untuk 
membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, 
minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak 
rambut, sabun mandi, rokok, bedak,sampo). Individu dianggap 
mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat 
keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia 
dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan 
uangnya sendiri. 
3) Kemampuan membeli komoditas „besar‟: kemampuan individu untuk 
membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari 
pakaian, TV, radio, koran,majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya 
indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat 
membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; 
terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan 
menggunakan uangnya sendiri. 
4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputuan rumah tangga: 
mampu membuat keputusan secara sendiri mapun bersama 
suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya 
mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk diternak, 
memperoleh kredit usaha. 
5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya 
mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, 
istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan 
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dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau 
melarang bekerja di luar rumah. 
6) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang 
pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD 
setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat 
nikah dan hukum-hukum waris. 
7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang 
dianggap „berdaya‟jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau 
bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami 
yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; 
gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau 
penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah. 
8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki 
rumah,tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap 
memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara 
sendiri atau terpisah dari pasangannya 
Sedangkan Menurut Kieffer (1981), pemberdayaan mencakup tiga 
dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, 
dan kompetensi partisipatif (Suharto,1997:215). Parsons et.al (1994:106) 
juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:  
a) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan 
individual yang kemudian menjadi sebuah perubahan sosial yang 
lebih besar.  
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b) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, 
berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.  
Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang 
dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian 
melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk 
memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih 
menekan.  
Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 
keberdayaan yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan 
mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. 
Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu : 
„kekuasaaan didalam „ (power within),‟kekuasaan untuk‟ (power 
to),‟kekuasaan atas‟ (power with). Adapun indikator pemberdayaan yaitu :  
1) Kekuasaan di dalam : Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk 
berubah 
a) Kemampuan Ekonomi  
I. Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya.  
II. Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara. 
III. Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada 
pada rumahtangga dan masyarakat.  
b) Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan :  
I. Kepercayaan diri dan kebahagiaan. 
II. Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara. 
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III. Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain. 
IV. Keinginan untuk mengontrol jumlah anak. 
c) Kemampuan Kultural dan Politis : 
I. Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk 
tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik.  
II. Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan 
politik 
2) Kekuasaan untuk : Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah 
dan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses.  
a) Kemampuan Ekonomi :  
I. Akses terhadap pelayanan keuangan mikro.  
II. Akses terhadap pendapatan 
III. Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga. 
IV. Akses terhadap pasar. 
V. Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan 
anak. 
b) Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan:  
I. Keterampilan, termasuk kemelekan huruf. 
II. Status kesehatan dan gizi. 
III. Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan 
reproduksi. 
IV. Ketersedaan pelayanan kesejahteraan publik. 
c) Kemampuan Kultural dan Politis :  
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I. Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah. 
II. Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan. 
3) Kekuasaan atas : Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan 
kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro; 
Kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-
hambatan tersebut.  
a) Kemampuan Ekonomi:  
I. Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan 
yang dihasilkan. 
II. Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya. 
III. Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga. 
IV. Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga. 
V. Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap 
sumber dan pasar. 
b) Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan:  
I. Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya 
dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga 
berencana. 
II. Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga 
dan masyarakat. 
c) Kemampuan Kultural dan Politis:  
I. Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya 
kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat 
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II. Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, 
hukum dan politik. 
4) Kekuasaan dengan : Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama 
dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan 
kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro.  
a) Kemampuan Ekonomi: 
I. Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam 
pekerjaan publik dan modern. 
II. Mampu memberi gaji terhadap orang lain. 
III. Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap 
sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender 
pada konteks ekonomi makro. 
b) Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan:  
I. Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk 
anggota keluarga. 
II. Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan public 
c) Kemampuan Kultural dan Politis: 
I. Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat 
krisis. 
II. Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi 
perlakuan salam dalam keluarga dan masyarakat (Suharto, 
2009:63-65). 
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2.8. Strategi BPMPD Saat Menjalankan Pemberdayaan 
Parsons et.al (1994:112-113) menyatakan bahwa proses 
pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada 
literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam 
relasi antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan 
perseorangan. Dalam beberapa situasi,strategi pemberdayaan dapat 
dilakukan secara individual,meskipun pada gilirannya straegi ini pun 
berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan 
sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, 
pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga cara pemberdayaan yaitu:  
1. Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individual 
melalui bimbingan,konseling, stress management, crisis intervention. 
Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam 
menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut 
sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered 
approach).  
2. Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. 
Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai 
media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, 
biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan 
kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar 
memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.  
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3. Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar 
(large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada 
sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, 
perencanaaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, 
pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa 
strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang 
klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami 
situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan 
strategi yang tepat untuk bertindak.  
2.9. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat 
Secara umum pendekatan adalah suatu teknik dan cara yang 
dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam melaksanakan sesuatu 
pekerjaan. Teknik dan cara tersebut dan harus diikuti oleh semua pihak 
dalam suatu pekerjaan karena berkenaan dengan sistem dan prosedur 
yang telah disepakati bersama. Pendekatan berkenaan pula dengan 
implementasi penetapan tujuan, sistem dan pengembangan sebuah 
pekerjaan (Mardikato, 2012:159) 
Menurut Mardikanto (2012:161) bahwa “Pendekatan yang dapat 
digunakan dalam pemberdayaan masyarakat terbagi atas: a) pendekatan 
partisipatif, b) pendekatan kesejahteraan dan c) pendekatan 
pembangunan berkelanjutan. Guna kejelasan masing-masng pendekatan 
tersebut peneliti akan menguraikan sebagai berikut: 
a. Pendekatan Partisipatif 
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Pendekatan partisipatif berorientasi pada pendekatan dalam 
memberdayakan masyarakat secara aktif dalam berpartisipasi secara 
sadar dalam mengembangkan mengupayakan diri secara sadar sehingga 
dapat memenuhi kebutuhannya melalui pengetahuan dan keterampilan. 
b. Pendekatan Kesejahteraan 
Pendekatan kesejahteraan merupakan pendekatan pemberdayaan 
masyarakat dengan memperhatikan berbagai upaya yang dilakukan 
difokuskan dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu 
dalam pendekatan ini masyarakat menjadi indikator utama dalam 
pemberdayaan. 
c. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan. 
Pendekatan ini beroritentasi pada program-program pembangunan 
yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersifat jangka pendek, menengah 
dan jangka panjang.Pendekatan pemberdyaan tersebut tergantung pada 
progam yang telah ditatpkan oleh pemerintah yang dilakukan secara 
berkelanjutan. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas peneliti berpendapat 
bahwa setiap aparat pemerintah baik aparat pemerintah pusat maupun 
daerah memiliki strategi dalam mengimplementasikan bentuk 
pemberdayaan masyarakat. Pendekatan-pendekatan pembedayaaan 
tidak terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup 
masyarakat sesuai yang diharapkan yaitu kesejahteraan masyarakat 
secara adil dan merata. 
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Sedangkan menurut Suharto Pelaksanaan proses dan pencapaian 
tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan 
pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu : Pemungkinan, 
Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 
1997:218-219)  
1. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang 
memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. 
Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari 
sekat-sekat kultural dan struktural menghambat.  
2. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang 
dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi 
kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mamu menumbuh 
kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarkat 
yang menunjang kemandirian mereka.  
3. Perlindungan : melindungi masyarkat terutama kelompok-kelompok 
lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari 
terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan 
lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat 
terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan 
penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak 
menguntungkan rakyat kecil.  
4. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar 
masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas 
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kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong 
masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang 
semakin lemah dan terpingirkan. 
5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 
keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok 
dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin 
keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang 
memperoleh kesempatan berusaha.  
Dubois dan Miley (1992:211) memberi beberapa cara atau teknik 
yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan 
masyarakat yaitu :  
a) Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, 
menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri 
(self-determination), menghargai perbedaaan dan keunikan 
individu, menekankan kerjasama klien.  
b) Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri 
klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, 
menjaga kerahasiaan klien. 
c) Terlibat pemecah masalah yang memperkuat partisipasi klien 
dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-
hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan 
belajar, melibaatkan klien dalam pembuatan keputusan dan 
evaluasi. 
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d) Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: 
ketaatan terhadap kode etik profesi; keterlibatan dalam 
pengembangan profesional,riset, dan perumusan kebijakan; 
penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik; 
penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan 
kesempatan. 
2.10. Prinsip Pemberdayaan  
Pelaksanaan pendekatan pemberdayaan berlandaskan pada 
pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Ada beberapa prinsip 
pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial (Suharto, 1997:216-
217).  
1) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu, pekerja 
sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.  
2) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor 
atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-
sumber dan kesempatan-kesempatan. 
3) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting 
yang dapat mempengaruhi perubahan. 
4) Kompetensi diperoleh melalui pengalaman hidup, khususnya 
pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat. 
5) Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus harus beragam dan 
menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang 
berada pada situasi masalah tersebut. 
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6) Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan 
yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan 
kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang. 
7) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka 
sendiri. Tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan sendiri. 
8) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan karena 
pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi peubahan. 
9) Pemberdayaan melibatkan askes terhadap sumber-sumber dan 
kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara 
efektif. 
10) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, 
evolutif,permasalahan selalu memiliki beragam solusi. 
11) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan 
pembangunan ekonomi secara paralel. 
2.11. Konsep Masyarakat 
Masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu kecil 
ataubesar yang terikat oleh satuan, adat ritus atau hukum khas 
dalamhidup bersama.– J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa 
masyarakat adalahkelompok manusia yang tersebar dan memiliki 
kebiasaan, tradisi,sikap dan perasaan persatuan yang sama– R. Linton 
seorang ahli antropologi mengemukakan bahwamasyarakat adalah setiap 
kelompok manusia yang telah cukuplama hidup dan bekerja sama, 
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sehingga mereka itu dapatmengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang 
dirinya sebagaisatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. 
2.12. Defenisi Masyarakat 
1. Arti Definisi / Pengertian MasyarakatBerikut di bawah ini adalah 
beberapa pengertian masyarakat dari beberapa ahli sosiologidunia 
2. Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup 
bersama danmenghasilkan kebudayaan. 
3. Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita 
suatu keteganganorganisasi atau perkembangan akibat adanya 
pertentangan antara kelompok-kelompok yangterbagi secara ekonomi. 
4. Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suau 
kenyataan objektif pribadi-pribadiyang merupakan anggotanya. 
5. Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat 
merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-
sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayahtertentu, 
mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar 
kegiatan di dalamkelompok / kumpulan manusia tersebut 
Masyarakat dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti 
luas masyarakat adalah ekseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup 
bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya. Atau 
dengan kata lain kebulatan dari semua perhubungan dalam hidup 
bermasyarakat. Dalam arti sempit masyarakat adalah sekelompok 
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manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya territorial, 
bangsa, golongan dan sebagainya. 
Masyarakat harus mempunyai syarat-syarat berikut : 
1) Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan 
pengumpulan binatang 
2) telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah 
tertentu. 
3) adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka 
untuk menuju pada kepentingan dan tujuan bersama. 
2.13.Partisipasi Masyarakat 
Jhanabrota Bhattacharyya (1972) dalam Taliziduhu Ndraha (1990: 
102) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan 
bersama. Sedangkan Mubyarto (1984) dalam Taliziduhu Ndraha (1990: 
102) mendefenisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu 
berhasilnya setiap program sesuai kemampuan orang tanpa berarti 
mengorbankan kepentingan diri sendiri.  
Pengertian partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif 
dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari 
tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan 
dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk 
materill (PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2007).  
Di samping itu, dalam Pendum PNPM Mandiri (2007) juga 
disebutkan bahwa partisipasi yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam 
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setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong 
royong menjalankan pembangunan.  
Partisipasi menurut Soerjono Soekanto (2002: 335) merupakan 
setiap proses identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi 
atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu . Partisipasi itu 
terdiri dari beberapa jenis diantaranya partisipasi sosial dan partisipasi 
politik. Partisipasi sosial merupakan derajat partisipasi individu dalam 
kehidupan sosial.  
Norman Uphoff dalam Michael M. Cernea (1998) mengatakan 
bahwa untuk menggalakkan partisipasi masyarakat yaitu melalui 
penyusunan program awal untuk proyek-proyek investasi, melaksanakan 
diskusi diantara banyak pihak termasuk badan-badan pemerintah; dan 
penyusunan program akhir dimana persetujuan untuk setiap tahap dicapai 
oleh semua pihak. Pertemuan-pertemuan diadakan dengan masyarakat 
setempat untuk mengidentifikasi masalah, membuat usulan, dan 
menyusun prioritas tindakan. Pandangan masyarakat harus diperhatikan 
secara seksama, tidak sekedar mendengar pada beberapa pemimpin, lalu 
mengambil kesimpulan dari situ. Dalam program-program pembangunan 
formal, beberapa cara untuk memperkenalkan partisipasi harus secara 
jelas disusun. Tata cara akan diperlakukan untuk memberitahukan 
pemanfaat dengan proyek dari awal, untuk mendapatkan gagasan-
gagasan dan anjuran mereka, untuk mendorong dan membantu mode 
organisasi yang tepat guna. 
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Sedangkan menurut Strong Djopari adalah Masyarakat merupakan 
sekumpulan orang yang tinggal di suatu wilayah dan saling bekerja sama 
dalam mencapai suatu tujuan yakni untuk saling berhubungan dan 
mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat 
itu sendiri. Kehidupan masyarakat memiliki tingkat sosial yang berbeda 
maupun latar belakang ekonomi yang tidak sama. Masyarakat dapat hidup 
bila memiliki kemampuan untuk berdampingan dengan orang lain dimana 
mereka tinggal dan diatur oleh pemerintahan yang adil bagi seluruh 
rakyatnya. Sesuai dengan pendapat Strong Djopari dkk, (2008:211) 
mengemukakan bahwa ”pemerintahan adalah organisasi dalam mana 
diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. 
Koentjaraningrat (2002:144) menyebutkan bahwa masyarakat 
adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi. 
Ditambahkan oleh Parson (Sunarto, 2000:56) bahwa masyarakat ialah 
suatu sistem sosial yang swasembada (self subsistent), melebihi masa 
hidup manusia normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis 
serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.  
Salam (2007:262) mengungkapkan bahwa masyarakat dalam 
konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-
tengah antara Pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik 
perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara 
sosial, politik dan ekonomi. Kelembagaan masyarakat sipil tersebut pada 
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umumnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kegiatan fasilitasi dan 
advokasi partisipasi melalui mobilisasi. 
2.14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu 
Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan 
masyarakat desa. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; 
b) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan 
mengembangkan pembanguanan secara partisipatif; 
c) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong 
dan swadaya masyarakat dan 
d) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat. 
Lembaga Kemasyarakatan, Kelurahan sebagaiamana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam 
pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan 
dan pemberdayaan masyarakat. (Sumber: Kumpulan Peraturan tentang 
Kecamatan dan Kelurahan halaman 48). 
Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan 
memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan 
keterbelakangan/kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat 
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dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum 
mencukupi/layak.  
Kebutuhan dasar itu,mencakup pangan,pakaian,papan,kesehatan, 
pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan,misalnya 
produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya 
akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih 
sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal atau tradisional karena 
dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. 
Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural 
(kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004). 
Untuk mengetahui seberapa besar peran lembaga pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam, ada 
beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada 
beberapa fungsi dan peranannya yaitu fungsi lembaga pemberdayaan 
masyarakat kelurahan sebagai fasilitator,mediator,motivator, dan 
dinamisator bagi pembangunan wilayah kelurahan. 
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Fasilitator 
Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan,memandirikan,menswad 
yakan,memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah 
terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor 
kehidupan (Sutoro Eko, 2002) Salah satu tugas dari LPM adalah 
memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. 
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Mengingat fungsi LPM Sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa 
masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam 
menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat 
di bidang pembangunan maka Peran LPM sebagai fasilitator adalah 
memfokuskan pada mendampingi masyarakat didalam melakukan 
rencana-rencana pembangunan. 
Rencana-rencana pembangunan di Kelurahan Karas dapat 
dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan/ 
Musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 
tingkat kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan 
tahunan kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan kelurahan 
tujuan, musrenbang kelurahan antara lain : 
a. Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan 
b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan 
c. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan 
d. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang 
diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya 
(RT/RW/Lingkungan). 
e. Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dibiayai dari dana 
murni swadaya masyarakat. 
f.Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke forum musrenbang 
lebih atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APBD 
Kota,APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya. Peran LPM 
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sebagai fasilitator di Kecamatan Kajang adalah memfasilitasi segala 
aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang 
direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator LPM 
selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan 
terhadap perangkat perangkat RT dan RW di Kelurahan. 
 Peran LPM di Kecamatan Kajang memang terlihat sebagai 
fasilitator didalam upaya menyusun rencana rencana pembangunan hal ini 
ditandai dengan program LPM didalam melakukan aktivitas rapat dan 
hearing antara perangkat kelurahan yang memwakili warga masyarakat 
dengan pemerintah kecamatan, DPRD Kota dan juga perusahaan 
disekitar kelurahan. Oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat 
kelurahan juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan 
dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Kecamatan 
Kajang. 
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Mediator 
Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat 
merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan 
keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan 
pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan. Adapun peran Kader 
Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat 
perubahan. 
LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai 
tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang 
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sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka 
menengah dan rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada 
semua elemen masyarakat. LPM Kecamatan Kajang mensosialisaikan 
hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan 
melalui sosialisasi kerumah-rumah warga kelurahan dan juga melalui 
bentuk undangan rapat. 
Kondisi geografis yang menjadi penyebab terhambatnya 
pembangunan dan rentannya bencana alam memeiliki pengaruh yang 
kuota dalam proses pembangunan 
kelurahan. 
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan Sebagai Motivator 
Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir 
pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para 
motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para 
tokoh yang ada dimasyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang 
ada di desa atau kelurahan, kecamatan bahkan ditingkat kabupaten atau 
kota. banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan 
personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, 
kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan 
untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan 
strategis. 
Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, motivator 
menempatkan diri sebagai garda. Bimbingan, pembinaan, dan atau 
80 
 
pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses 
memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap 
pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional, 
agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan 
tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa 
Indonesia (Nawawi, Handari; 1988 : 110). 
Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup 
banyak,akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan 
yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang 
lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha 
untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi 
lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, 
Taliziduhu Ndraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran 
pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah 
mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangunkan, yang 
tidak sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres 
harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi. 
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Dinamisator 
Bahwa dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat,LPM jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai 
kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di 
tengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong 
masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan 
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pembangunan di masing-masing wilayah ia berdomisili. Pemberian 
layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan 
seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas. 
Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya 
ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol 
lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara 
mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat 
ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro 
Eko, 2002). 
Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari 
kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan 
menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan 
proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah 
pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk 
menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan 
memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. 
Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk 
memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada 
masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai 
persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat 
keikutsertaan (level of involvement) masyarakat dalam kegiatan tersebut.  
Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi 
permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka 
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lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan 
kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efesien, 
dan berkelanjutan. 
Arnstein (1969) menjelaskan partisipasi sebagai arti di mana warga 
negara dapat mempengaruhi perubahan sosial penting, yang dapat 
membuat mereka berbagi manfaat dari masyarakat atas. Dia mencirikan 
delapan anak tangga yang meliputi: manipulasi, terapi, memberi tahu, 
konsultasi, penentraman, kerjasama, pelimpahan kekuasaan, dan kontrol 
warga negara. 
Menurut Marisa B. Guaraldo Chougil tangga partisipasi masyarakat 
di negara-negara yang kurang berkembang(underdeveloped),dapat dibagi 
menjadi 8 tingkatan yaitu : Pemberdayaan (Empowerment), 
Kemitraan(Partnership),Mendamaikan(Conciliation)Dissimulasi/Pura(Dissi
mulation),Diplomasi(Diplomation),MemberikanInformasi(Informing),Konspi
rasi(Conspiration) Management Diri Sendiri (Self Management). Dalam 
penelitian ini akan dipergunakan 5 (lima) bentuk partisipasi.  
Bentuk partisipasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
disesuaikan dengan bentuk kegiatan partisipasi yang berkaitan dengan 
pembangunan infrastruktur.Lima bentuk partisipasi tersebut adalah 
prakarsa/inisiatif,pembiayaan,pengambilan keputusan,mobilisasi tenaga 
dan pelaksanaan operasional pembangunan. 
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2.15. Hambatan & Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam 
Pembangunan 
Kok dan Elderbloem dalam Nampila (2005) dalam Rustiningsih 
(2002) serta Hana (2003) menguraikan ada beberapa kendala dalam 
mewujudkan pembangunan partisipatif, yaitu :Hambatan struktural yang 
membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadinya 
partisipasi, Hambatan internal masyarakat sendiri, Hambatan karena 
kurang terkuasainya metode dan teknik partisipasi. Apabila tidak ada 
kesepakatan masyarakat terhadap kebutuhan dalam cara mewujudkan 
kebutuhan tersebut, serta apabila kebutuhan tesebut tidak langsung 
mempengaruhi kebutuhan mendasar anggota masyarakat. 
2.16. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pembangunan 
Korten, 1983 dalam Setiawan, (2005) menyebutkan terdapat faktor-
faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori yakni 
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari 
dalam komunitas yang berpengaruh dalam program partisipasi 
masyarakat. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari 
luar komunitas, dan ini akan meliputi dua aspek. menyangkut system 
social politik makro dimana komunitas tersebut berada. 
2.17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Indikator Keberhasilan 
Partisipasi Masyarakat 
Rolalisasi (2008) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat 
ditingkatkan melalui peningkatan modal sosial yang ada di masyarakat. 
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Partisipasi masyarakat akan meningkat seiring meningkatnya kepedulian 
masyarakat terhadap permukiman di sekitarnya serta meningkatnya 
keterlibatan dalam organisasi sosial. 
Indikator keberhasilan partisipasi masyarakat menurut Marschall 
(2006) dalam studinya di Tanzania bergantung pada representasi; 
komunikasi; peran fasilitator; dan Grass Root Need Assesment. 
Sedangkan menurut Asian and Pasific Development Centre tahun 1988 
tercapai konsensus bahwa partisipasi masyarakat dapat dikatakan 
berhasil jika (Bamberger dan Shams (1989:72-73)):mampu meningkatkan 
kontrol masyarakat terhadap sumber daya, adanya penguatan 
kelembagaan, meningkatnya partisipasi secara politis. 
2.18. Perencanaan Tingkat Partisipasi Masyarakat 
Perencanaan partisipatif adalah proses dialog antara masyarakat, 
pemerintah dan berbagai stakeholder secara lintas sektoral dan lintas 
pelaku dalam suatu wadah forum musyawarah pembangunan untuk 
merumuskan visi, misi, arah kebijakan dan program yang berbasis pada 
prioritas pengembangan potensi dan pemecahan prioritas permasalahan. 
Alasan-alasan penggunaan pendekatan partisipatif bagi 
perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara garis besar dapat 
dibagi menjadi 2 kelompok yaitu (1) masyarakat berhak untuk ikut dan 
terlibat dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan mereka, berhak terlibat 
dalam keputusan-keputusan dan keberadaan mereka sehari-hari dan 
masa depan mereka, (2) jika masyarakat benar-benar diberi kesempatan 
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(dan haknya), untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan, maka 
pembangunan diperkirakan berlangsung lebih efektif dan efisien. 
2.19. Pemerintah Desa 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam 
sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.  
Rumusan defenisi Desa secara lengkap terdapat dalam UU 
No.22/1999 adalah sebagai berikut:  
“Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal 
usul yang bersifat istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam 
penjelasan pasal 18 UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan 
Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (UU Otonomi Daerah, 
1999:47).  
Untuk mengetahui, sekaligus membandingkan konsep 
Pemerintahan Desa yang terbaik dan sesuai untuk masyarakat desa di 
Indonesia maka perlu mempelajari perkembangan pemerintaan Desa 
sejak awal. Di bawah ini merupakan uraikan perkembangan pemerintahan 
desa di Indonesia sejak masa kolonial hingga saat ini. 
Maka dari itu Istilah pemerintah berasal dari kata perintah yang 
berarti sesuatu yang harus dilaksanakan didalam kata tersebut tersirat 
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beberapa unsure yang menjadi ciri khas dari suatu kata “perintah” yaitu 
adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang 
dperintahkan kemudian ada yang member dan menerima perintah ada 
hubungan fungsional antara keduanya.  
Istilah dari kata perintah,pemerintah dan pemerintahan memiliki 
pengertian yang berbeda.Perintah adalah perkataan yang bermaksud 
menyeluruh melakukan sesuatu,pemerintah adalah badan atau organisasi 
yang melakukan kekuasaan memerintah dan pemerintahan adalah 
perbuatan ,cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.  
Secara ilmiah pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua 
pengertian yaitu pemerintah sebagai alat (organ) negara yang 
menjalankan funsi tugas dan pemerintah sebagai fungsi dari pemerintah 
istilah pemerintahan dalam arti alat dapat pula dibedakan antara 
pemerintah dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti yang luas 
pemerintahan dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh 
lembaga eksekutif sedangkan dalam arti luas adalah pemerintah berarti 
semua organ negara dan pemerintah.  
Bayu Suryaningrat (1980;12) mengemukakan defenisi bahwa 
“pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai kewenangan 
tertentu untuk melaksanakan kekuasaan  
Sedangkan Soewarno Handayaningrat (1994:153) mengemukakan 
bahwa:  
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“pemerintah adalah badan yang menyelenggarakan tugas-tugas 
umum pemerintahan,pembangunan,pemerintah adalah badan eksekutif 
dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan pengawasan dari badan 
legislative”  
Pamudji S (1990;23) mengatakan bahwa “pemerintah adalah 
kekuasaan memerintah negara” selanjutnya talidzhidhuhu (1995;76) 
member defenisi terhadap konsep pemerintah sebagai aparat atau badan 
yang mengeluarkan atau memberi perintah.  
Selanjutnya menurut surbakti (1999:168 – 169 ),mengistilahkan 
pemerintahan untuk menunjukkan governance (kepemerintahan) yang 
menyangkut masalah tugas dan kewenangan,sedangkan pemerintah 
(government) merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan 
kewenangan negara.  
Mariun dalam widjaja(2003:80) menyebutkan pengertian 
kepemerintahan dapat ditinjau dari aspek,yaitu dari segi kegiatan 
(dinamika),structural fungsional,dan dari segi tugas dan kewenangan 
(fungsi).  
Apabila ditinjau dari segi dinamika,kepemerintahan adalah segala 
kegiatan atau usaha yang terorganisasikan,bersumber pada kedaulatan 
dan berlandaskan pada dasar negara,mengenai rakyat dan wilayah 
negara itu demi tercapainya tujuan negara.  
Ditinjau dari segi structural fungsional, kepemerintahan berarti 
seperangkat fungsi negara,yang satu sama lain saling berhubungan 
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secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu 
demi tercapainya tujuan negara maka kepemerintahan berarti seluruh 
tugas dan kewenangan negara.  
Berbagai pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
pemerintah adalah badan, lembaga,alat aparat yang melaksanakan atau 
menjalankan  pemerintahan,sedangkan pemerintahan adalah kegiatan 
atau aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah,pemerintah dalam arti 
sempit yang hanya mencakup eksekutif saja terbagi dua yaitu pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah.  
Pada tataran pemerintahan yang ada di Desa maka peranan 
pentingnya ada pada kepala Desa dan aparat pelaksanaan yang mebantu 
pekerjaan sehari-hari baik itu urusan administrative maupun persentuhan 
kepada masyarakat kepada Desa merupakan orang yang memimpin dan 
atau mengepalai suatu Desa.  
Pengertian kepala Desa menurut W.J.S Poerwamito(1991:482) 
mendefenisikan bahwa kepala adalah sesuatu yang sifatnya 
(rupanya,letaknya dan sebagainya sebagai kepala,atau orang yang 
mengepalai (daerah kampong,negara dan seterusnya) sedangkan 
menurut J.S Badudu dan Z.M Zain (1994;473) bahwa kepala adalah yang 
mengepalai,yang memimpin,misalnya kepala desa,kepala kantor,dan 
kepala pasukan  
Jadi kepala Desa adalah orang yang memimpin atau mengepalai 
sutau desa yang merupakan masyarakat hukum yang memiliki 
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kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya dalam 
rangka mencapai keberhasilan pembangunan desanya. 
2.20.Badan Permusyawaratan Desa  
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa :  
 Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan 
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan 
mufakat 
 Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, 
golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka 
masyarakat lainnya; 
 Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat 
diangkat/ diusulkan kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan 
berikutnya; 
 Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang 
maksimal 11 (sebelas) orang , berdasarkan : 
a) luas wilayah; 
b) jumlah penduduk, dan 
c) kemampuan keuangan desa 
Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati/Walikota; Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD 
mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama di hadapan 
masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Pimpinan BPD terdiri dari:  
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a) Ketua (1 orang) 
b) Wakil Ketua (1 orang) 
c) Sekretaris (1 orang); 
2.21. Kerangka Konsep 
Sebagai wujud organisasi perangkat daerah dari pasal 128 
Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan 
peraturan pemerintah No.41 Tahun 2007 yang kemudian ditindak lanjuti 
oleh peraturan daerah No.09 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata 
kerja inspektorat,Bappeda,Dan lembaga teknis daerah Kabupaten 
Bulukumba. 
Berdasarkan peraturan tersebut di bentuklah Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang secara mendetail memiliki 
peran untuk mengkordinasikan,mengkaji program-program dan 
menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah dan 
sarana pasarana institusi Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
Dalam pasal 33 pada Peraturan Daerah Bulukumba tentang Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mempunyai 
peran yaitu : 
a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan perannya 
b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
sesuai dengan bidangnya 
c) Pembinaan dan pelaksanaan perannya sesuai dengan lingkupnya 
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d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan peran 
dan fungsinya  
Untuk mengetahui tentang perannya dapat dimulai dengan melakukan 
identifikasi indicator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat 
pencapaian tujuan dan sasara yang telah ditetapkan oleh Badan 
Pemberdayan Masyrakat Desa (BPMD). 
Selain itu ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi peran dan fungsi 
BPMD. Berikut digambarkan didalam bagan konsep 
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BAGAN KONSEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peraturan Daerah No.11 Tahun 2008 yang 
sudah di ubah menjadi No.09 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan tata kerja 
inspektorat,Bappeda,Lembaga Teknis Daerah 
Bulukumba 
Peraturan Bupati Bulukumba No.12 Tahun 
2014 Tentang perangkat organisasi dan tata 
kerja inspektorat,Bappeda,dan lembaga teknis 
daerah Kab.bulukumba 
FAKTOR PENDUKUNG 
1. Peran serta masyarakat 
desa,LSM,Lembaga organisasi 
masyarakat perdesaan 
2. Sarana dan Prasarana  
FAKTOR PENGHAMBAT 
1. SDM di BPMPD dan aparat 
pemerintan desa 
2. Dana 
Peran mengkordinasi,mengkaji 
program-program,dan 
menyelenggarakan penyusunan 
pelaksanaan kebijakan daerah dan 
sarana prasarana institusi 
Pemberdayaan Masyarakat 
desa,perannya : 
1) Pemberian dukungan atas 
penyelanggaraan 
pemerintahan daerah di bidang 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa 
2) Pembinaan dan pelaksanaan 
tugas di bidang Pemberdayaan 
Masyarakat dan pemerintahan 
desa 
3) Pelaksanaan tugas lain yang 
diberikan oleh Bupati 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini Akan dilakukan di Kabupaten Bulukumba dan Lebih 
Fokus Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten 
Bulukumba 
3.2. Tipe Dasar Penelitian 
Dari segi Tipe Dasar penelitian tipe yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan tipe deskriptif. yang 
bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu 
gejala atau fenomena. Widodo dan Mukhtar (2000) menyebutkan bahwa 
penelitian deskriptif itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk 
menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian 
pada saat tertentu. Jenis penelitian ini menjelaskan gambaran keadaan 
obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana 
adanya, dalam hal ini menggambarkan Analisis Peran Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bulukumba 
Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk penelitian murni, 
karena penelitian ini dilakukan karena kebutuhan peneliti sendiri dalam 
kerangka Konsep. Penelitian murni lebih banyak ditujukan bagi 
pemenuhan keinginan atau kebutuhan peneliti, sehingga peneliti memiliki 
kebebasan untuk menentukan permasalahan apa yang akan diteliti. Fokus 
penelitian ada pada logika dan rancangan penelitian yang dibuat oleh 
peneliti sendiri  
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3.3.Informan 
Dalam penelitian kualitatif,unsur yang terpenting adalah adanya 
cakupan,keluasaan dan kedalaman data yang diperoleh dari beberapa 
informan yang ditunjuk. Metode pengambilan Informan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah purposiv sampling. Purposiv sampling adalah 
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2008: 
85). Teknik pengambilan sasaran penelitian ini merupakan metode 
memilih atau menetapkan sasaran penelitian berdasarkan perimbangan-
pertimbangan tertentu tanpa mendasarkan dari resistensi atau 
keterwakilan dari populasi tetapi lebih mengarah pada cakupan,kekhasan 
dan kedalaman informasi yang dianggap tahu dan dapat di percaya untuk 
menjadi sumber yang berkompoten dan dapat memberikan informasi yang 
dibutuhkan oleh peneliti. 
Informan dari penelitian ini terdiri dari seluruh komponen atau 
bagian yang terlibat dalam Analisis peran Pemberdayaan Masyarakat. 
Adapun informan dari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Kepala BPMPD 
b. Camat 
c. Kepala Desa 
d. Anggota LSM 
e. Tokoh masyarakat 
3.4.Jenis dan sumber Data 
Dalam penelitian ini,data akan diperolehdari dua sumber,yaitu : 
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1.Data Primer 
Data yang di peroleh langsung dari informan,dengan memakai 
teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) serta melakukan 
observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian. 
2. Data Sekunder 
Data yang di peroleh dari dokumen-dokumen.catatan-
catatan,laporan-laporan,maupun arsip-arsip resmi,serta literatur lainnya 
yang relavan dalam melengkapi data primer penelitian. 
3.5.Teknik-teknk Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk 
mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan peneliian yang 
dapat berupa data,fakta,gejala,maupun informasi yang sifatnya valid 
(sebenarnya),realible (dapat dipercaya),dan obyektif(sesuai dengan 
kenyataan). 
a. Studi lapang,Studi lapang ini simaksudkan yaitu penulis langsung 
melakukan penelitian pada lokasi atau obyek yang telah dtentukan. 
Teknik pengumpulan data Studi lapang di tempuh dengan cara 
sebagai berikut ; 
1) Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian 
dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang 
berkaitan dengan obyek penelitian 
2) Wawancara, endalam dengan menggunakan pedoman wawancara 
adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 
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dilakukan oleh dua pihak,yaitu pewawancara (yang mengajukan 
pertanyaan) dan yang di wawancarai (yang memberikan jawaban 
atas pertanyaan) 
3) Dukumentasi,teknik ini bertujuan untk melengkapi teknik observasi 
dan teknik wawancara mendalam 
b. Studi Pustaka yaitu dengan membaca buku,undang-undang,dan media 
informasi lain yang ada hubungannya dengan maslah yang diteliti. 
c. Penelusuran data online,data yang dikumpulankan menggunakan 
teknik ini seperti studi kepustakaan di atas. Namun yang akan 
membedakan hanya media tempat pengambilan data atau informasi. 
Teknik ini memanfaatkan data online,yakni menggunakan fasilitas 
internet 
3.6.Definisi Oparasional 
Definisi Oparasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan 
bagaimana cara mengukur suatu variable (Singarimbun,1995:46). 
Definisi Oprasional merupakan petunjuk atau uraian dari konsep 
yang sudah ada dan dirumuskan kedalam bentuk indikator-indikator 
bagaimana suatu variabel di ukur dan lebih memudahkan oprasinalisasi 
dalam suatu penelitan. Focus penelitian ini di dioperasionalkan melalui 
beberapa indikator sebagai berikut 
1) Analisis Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat yang di maksud 
dalam penelitian ini di jabrkan dalam peraturan daerah Bulukumba 
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Nomor 09 Tahun 2011 yang di jadikan sebagai indikator adalah 
sebagai berikut 
 Perumusan kebijakan teknik melalui perancanaan strategis yang 
dilaksanakan BPMPD Kab.Bulukumba dalam lingkup 
pemberdayaan masyarakat  
 BPMPD dalam melaksanakan dan mengkaji program-program 
kegiatan sebagai bentuk dukungan atas penyelenggaraan 
pemerintahan 
 BPMPD melaksanakan pembinaan,pengarahan dan pengawasan 
dalam pelaksanaan peranannya terhadap pemberdayaan 
masyarakat dan pemerintahan desa 
2) Ada beberpa faktor yang telah diidentifikasi oleh peneliti dalam 
analisis peran badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan 
desa. Dimana faktor-faktor tersebut dikatagorkan menjadi faktor 
pendukung dan faktor penghambat dimana faktor-faktor tersebut 
adalah sebagai berikut : 
Faktor pendukung 
a) Peran serta masyrakat desa,LSM,lembaga organisasi masyaraka 
perdesaan 
b) Sarana dan prasarana 
Faktor penghambat 
a) SDM di BPMPD dan Aparat Pemerintahan Desa  
b) Dana  
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3.7.Analisis Data  
Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara 
sistematis transkrip wawancara,atau bahan-bahan yang ditemukan di 
lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif kualitatif,dengan model analisis interaktif. Menurut Milles dan 
Huberman (1992:20),ada tiga komponen poko dalam analisis data dengan 
model interaktif,yakni : 
a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 
lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang 
mempertegas,memperpendek,membuang hal yang tidak penting,dan 
mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 
dlakukan. 
b. Penyajian Data 
Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang 
tersusun untuk member peluang terjdinya suatu kesimpulan. Selain 
itu,dalam penyajian data diperlukan adanya perancanaan kolom dan table 
bagi data kualitatf dalam bentuk khususnya. Dengan demikian,penyajian 
dta yang baik dan jelas sistematikanya sangatlah di perlukan untuk 
melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya. 
c. Penarika Kesimpulan 
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Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian 
dimana data-data yang telah diperoleh akan di tarik garis 
besar/kesimpulan sabagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut. 
Ketiga komponen tersebut satu sama lain saling berkaitann erat 
dalam sebuah siklus. Peneliti bergerak diantara ketiga komponen tersebut. 
Hal ini dimaksudkan untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang 
mendalam,komprenhensif dan rinci sehingga menghasilkan kesimpulan 
induktif sebagai hasil pemahaman dan pengertian peneliti,   
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Letak Geografis Kab.Bulukumba 
4.1. Kondisi Geografis  
Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi 
Selatan dan berjarak 153 Km dari Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi 
Selatan). Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km2. Kabupaten 
Bulukumba terletak antara 05°20‟ - 05°40‟ LS dan 119°58‟ - 120°28‟ BT 
yang terdiri dari 10 Kecamatan dengan batas-batas yakni :  
a. Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Sinjai;  
b. Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone dan Pulau Selayar;  
c. Sebelah Selatan berbatasan Laut Flores;  
d. Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng.  
Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan yaitu, Kecamatan 
Ujung Bulu (Ibu Kota Kabupaten), Gantarang, Kindang, Rilau Ale, 
Bulukumpa, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, dan Herlang. 7 
diantaranya termasuk daerah pesisir sebagai sentra pengembangan 
pariwisata dan perikanan yaitu kecamatan ; Gantarang, Ujung Bulu, Ujung 
Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. 3 Kecamatan sentra 
pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu Kecamatan ; Kindang, 
Rilau Ale, dan Bulukumpa.  
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Tabel.4.1. 
Nama,Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan 
Tahun 2014 
  Luas Wilayah 
KECAMATAN Jumlah 
Kelurahan/Desa 
Administratif 
  (Ha) (%) Total 
Gantarang 20 17,351 15,03 
Ujung Bulu 9 1,444 1,25 
Ujung Loe 13 14,431 12,50 
Bonto Bahari 8 10,860 9,41 
Bonto Tiro 13 7,834 6,78 
Herlang 8 6,879 5,96 
Kajang 19 12,906 11,18 
Bulukumpa 17 17,133 14,84 
Rilau Ale 15 11,753 10,18 
Kindang 13 14,876 12,88 
JUMLAH 70 115,467 100 
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 
Melihat luas wilayah kabupaten bulukumba perkecamatan dan 
jumlah desa perkecamatan luas kecamatan yang paling tertinggi 
Gantarang 17,351 Ha Jumlah Desa 20 sedangkan kecamatan kajang luas 
wilayah kecamatan kajang Cuma 12,906 Ha sedangkan jumlah desanya 
tdk jauh beda dari gantarang yaitu 19 Desa 
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4.2. Pertumbuhan Ekonomi  
Tabel 4.2. 
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar 
Haraga Konstan Kab.Bulukumba Tahun 2010-2014  
No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Pertanian 47.30 47.68 46.16 47.31 50.06 
2 Pertambangan dan 0.18 0.30 0.30 0.29 0.30 
3 Industri Pengelolaan 2.48 2.84 2.88 2.84 2.12 
4 Listrik,Gas dan Air 0.51 0.55 0.62 0.68 0.63 
5 Bangunan 1.39 2.26 2.82 2.67 2.45 
6 Perdagangan Hotel 24.84 23.26 23.02 22.08 21.71 
7 Angkutan 2.60 1.82 2.95 2.91 1.75 
8 Keuangan,Persewaan 
& Jasa  
4.94 6.24 6.45 6.67 4.94 
9 Jasa-Jasa 15.75 14.05 14.80 14.55 16.04 
 PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Sumber : BPS,Kab.Bulukmba,2014 
Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari jumlah 
jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu 
yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir terus mengalami 
peningkatan, sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 menunjukkan 
pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 10,55 persen dan 
laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 5,41 persen, 
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4.3. KetenagaKerjaan 
Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam 
kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap 
upaya pembangunan. Selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja 
sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari 
pembangunan. Salahsatu sasaran utama pembangunan adalah 
terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai 
sehingga dapat menyerap tambahan angkatan kerja setiap tahun.  
Tabel.4.3. 
Angkatan Kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 
No Indikator Proyeksi Tahun 2014 
(1) (2) (3) 
1 Angakatan Kerja 65.59 
2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 90.01 
3 Tingkat Pengangguran 7.20 
Sumber : Bulukumba Angka 2014 
Setiap pembicaraan mengenai ketenagakerjaan selalu 
dihubungankan dengan angkatan kerja, dan angkatan kerja pasti tidak 
terlepas dari penduduk, karena angkatan kerja merupakan bagian dari 
penduduk dan tenaga-kerja yang terus-menerus bertambah sejalan 
dengan perkembangan penduduk. Angkatan kerja adalah penduduk yang 
berumur 15 tahun keatas yang melakukan kegiatan bekerja dan mencari 
pekerjaan. Pencapaian angkatan kerja dari tahun ke tahun semakin 
meningkat, demikian pula dengan tingkat kesempatan kerja (TKK) kondisi 
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ini berdampak pada tingkat pengangguran, keadaan ini dapat kita lihat 
pada Tabel 3.7 
Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di 
Kabupaten Bulukumba pada Juli 2010 sebanyak 84,3 ribu orang (21,37 %) 
mengalami kenaikan jumlah orang dibanding Juli 2009 yang hanya 
mencapai 76,58 ribu orang (10,08 %), namun persentase penduduk 
miskin menurun dari 21,37 % menjadi 21,24 % pada priode yang sama. 
Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bulukumba Tahun 
2010-2014 
Presentase Penduduk Miskin Kab.Bulukumba 2014 
 
50  24.96   21.8     21.37   21.24   7.61 
 
0 
 2010  2011  2012  2013  2014 
Rumah Tangga atau Penduduk miskin adalah seseorang atau 
kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata 
pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi 
kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian 
akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak 
bagi kemanusiaan. Rumah Tangga miskin dirinci per kecamatan dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel.4.4. 
Jumlah Rumah Tangga Miskin 2014 
Kecamatan Jumlah KK Proporsi (%) 
Kecamatan  Gantarang 524  3.94 
Kecamatan Ujung Bulu 732  5.08 
Kecamatan Ujung Loe 272  2.79 
Kecamatan Bonto Bahari 568  7.68 
Kecamatan Bonto Tiro 924 5.44 
Kecamatan Herlang 500  2.88 
Kecamatan Kajang 712 12.44 
Kecamatan Bulukumpa 584 1.73 
Kecamatan Rilau Ale 148  2.47 
Kecamatan Kindang 1004  7.53 
JUMLAH 5.968 51.98 
Sumber Badan Statistik 2014 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Proporsi Rumah Tangga 
Miskin pada Tahun 2014 tertinggi berada di Kecamatan Kajang yaitu 
sebesar 12.44% dan terendah berada di Kecamatan Bulukumpa yaitu 
sebesar 1.73% ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kajang yang 
merupakan kecamatan yang boleh dikatakan sebagian besar 
penduduknya hanya mengenal cara bertani dan bercocok tanam untuk 
memenuhi kebutuhan pokoknya, dan wilayah kecamatan ini cukup jauh 
dari perkotaan bahkan ada daerah yang susah diakses oleh kendaraan. 
Sedangkan Kecamatan Bulukumpa Merupakan Ibukota dari Kabupaten 
Bulukumba sendiri. Sebagian besar Penduduk di Kecamatan Bulukumpa 
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selebihnya bekerja di bidang jasa, 
Perdagangan, hotel, restaurant dan lain sebagainya untuk memenuhi 
kebutuhan pokok keluarganya. Untuk Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 
2014 Proporsi Rumah Tangga Fakir Miskin yaitu sebesar 51.98%, ini 
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menunjukkan bahwa Program-program penanggulangan Kemiskinan yang 
dijalankan oleh Pemerintah daerah sudah boleh dikatakan berhasil. 
4.4. Gambaran Umum pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Bulukumba  
4.4. Struktur Organisasi 
Bahwa berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2011 tentang “Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Bulukumba” dengan Struktur Organisasi sebagaimana 
tersebut dibawah :  
1) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Pemerintahan Desa terdiri dari :  
a. Kepala 
b. Sekretariat: 
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
b) Sub bagian Perencanaan dan Verifikasi 
c) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan 
c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
a) Sub Bidang Ketahanan Masyarakat Desa 
b)  Sub BIdang Permanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi 
Tepat Guna 
d. Bidang Pembinaan pemerintahan Desa 
a) Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa 
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b) Sub Bidang pengembangan Lembaga, Pendapatan dan 
kekayaan Desa 
e. Kelompok Jabatan Fungsional 
2) Sekretariat dan Bidang Teknis masing-masing di pimpin oleh sekretaris 
dan Bidang teknis di pimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab langsung 
kepada Kepala Badan 
4.5. Susunan Kepegawaian Perlengkapan 
1) Sumber daya manusia pegawai 
Gambaran potensi sumber daya manusia yang meliputi golongan 
ruang kepangkatan, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan 
kepegawaian sbb : 
Tabel.4.5. 
Potensi Menurut Golongan Ruang Kepangkatan 
No Pangkat Gol.Ruang Jumlah total 
1 Pembina Tk.l lV/b 1 1 
2 Pembina  lV 1 1 
3 Peñata Tk.l Ill/d 2 2 
4 Peñata   Ill/c 6 6 
5 Peñata Muda Tk.l Ill/b 4 4 
6 Penata  Ill/a 3 3 
7 Pengatur Muda Il/a 4 4 
8 PTT/Sukarela  24 24 
 Jumlah  49 49 
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Dalam hal ini pegawai yang ada di badan pemeberdayaan masyarakat 
desa yang paling banyak adalah golongan lll/c berjumlah 6 orang 
sedangkan golongan pegawai yang paling sedikit adalah Pembina TK.l 
Golongan IV B sejumlah 1 orang 
Tabel.4.6. 
Jenjang pendidikan formal 
No Pendidikan Formal Jumlah (orang) 
1 Strata 2 4 
2 Strata 1 12 
3 SLTA  5 
 Jumlah 21 
Dilihat dari jenjang pendidikan formal pegawai yang ada di badan 
pemeberdayaan masyarakat desa masih ada yang pendidikan formalnya 
sampai SLTA sebanyak 5 orang  
Tabel.4.7. 
Diklat Teknis 
No Diklat Teknis Jumlah (orang) 
1 Kursusu Bendahara 4 
2 Kursus Komputerisasi 2 
3 Kursus Lain-lain 6 
 Jumlah 12 
Diklat teknis ini untuk mengembangkan ke ahlian para pegawai yang 
kapasitas ilmunya kurang dengan adanya diklat ini para pegawai akan 
terlatih dan lebih banyak mengetahui ilmunya masing-masing 
2) Sarana dan Prasarana Pendukung Organisasi Berupa : 
a) Gedung / Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Pemerintahan Desa  
b) Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) sebanyak 1 unit  
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c) Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) untuk Operasional PLKB sejumlah 
20 (dua puluh) unit  
d) Komputer PC 5 (lima) unit  
e) Komputer Notebook 2 (dua) unit  
f) Meja Kerja 26 (dua puluh enam) unit  
g) Kursi Kerja 16 (enam belas) unit  
h) Kursi Rapat 30 (tiga puluh) unit  
i) Alamari 14 (empat belas)unit  
4.6. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat  
Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas 
pokok: merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi 
petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 
penyelenggaraan tugas badan, khususnya dibidang kelembagaan dan 
pelatihan masyarakat.  
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 144, Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat mempunyai 
fungsi:  
a) Penyiapan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan 
pelatihan masyarakat;  
b) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dibidang kelembagaan 
dan pelatihan masyarakat; 
c) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang kelembagaan dan 
pelatihan masyarakat; 
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d) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan dibidang 
kelembagaan dan pelatihan masyarakat; 
e) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang kelembagaan dan pelatihan 
masyarakat; 
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas 
pokok dan fungsi. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 
terdiri atas:  
1) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;  
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas pokok: 
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, 
memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang kelembagaan 
dan pelatihan masyarakat, khususnya dibidang kelembagaan masyarakat.  
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 147,Sub Bidang Kelembagaan masyarakat mempunyai fungsi :  
a) Penyiapan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan;  
b) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang 
kelembagaan masyarakat; 
c) Pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan dibidang 
kelembagaan masyarakat; 
d) Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta 
evaluasi pelaporan pelaksanaanya; 
e) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat 
fungsional perencanaan di lingkungan sub bidangnya; 
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f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
pokok dan fungsi. 
2) Sub Bidang Pendataan Potensi dan Pelatihan Masyarakat.  
Sub Bidang Pendataan Potensi dan Pelatihan Masyarakat 
mempunyai tugas pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, 
memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat 
laporan tugas bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat, khususnya 
dibidang pendataan potensi dan pelatihan masyarakat.  
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 149, Sub Bidang Pendataan Potensi dan Pelatihan Masyarakat 
mempunyai fungsi:  
a) Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pendataan potensi dan 
pelatihan masyarakat; 
b) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang 
pendataan potensi dan pelatihan masyarakat; 
c) Pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan dibidang 
pendataan potensi dan pelatihan masyarakat; 
d) Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta 
evaluasi pelaporan pelaksanaanya; 
e) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat 
fungsional perencanaan di lingkungan sub bidangnya; 
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
pokok dan fungsi.  
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4.7.Bidang Pemerintahan Desa  
Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok: 
merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, 
menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan 
tugas badan, khususnya dibidang pemerintahan desa.  
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 151, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:  
a. Pembinaan pelayanan administratif yang terkait dengan 
penyelenggaraan pemerintahan desa; 
b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa 
c. Pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan desa; 
d. Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 
desa; 
e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan 
pemerintahan desa; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas 
pokok dan fungsi. 
Bidang Pemerintahan Desa terdiri atas:  
1) Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa;  
Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok: 
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, 
memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang pemerintahan 
desa, khususnya dibidang tata pemerintahan desa.  
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Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 154, Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :  
a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan penyelenggaraan dibidang tata pemerintahan desa;  
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang tata 
pemerintahan desa; 
c. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tata 
pemerintahan desa; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
pokok dan fungsi. 
2) Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa.  
Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas 
pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, 
membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang 
pemerintahan desa, khususnya dibidang pendapatan dan kekayaan desa.  
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 156, Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai 
fungsi:  
a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan penyelenggaraan dibidang pendapatan dan kekayaan 
desa;  
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang pendapatan 
dan kekayaan desa; 
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c. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang pendapatan 
dan kekayaan desa; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
pokok dan fungsi 
4.8. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna  
Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna 
mempunyai tugas pokok: merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, 
memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 
penyelenggaraan tugas badan, khususnya dibidang usaha ekonomi 
masyarakat dan teknologi tepat guna. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 158, Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna 
mempunyai fungsi :  
a. Penyiapan Perumusan kebijakan dibidang usaha ekonomi 
masyarakat dan tekhnologi tepat guna; 
b. Pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi pembinaan dan 
pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat 
guna; 
c. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembinaan dan 
pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat 
guna; 
d. Pemantauan, evalusi dan analisis pelaporan dibidang usaha 
ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna ; 
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e. Pelaksanaan hubungan kerja pembinaan dan pengembangan 
usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas 
pokok dan fungsi. 
Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna terdiri 
atas:  
1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;  
Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok: 
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, 
memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang usaha ekonomi 
masyarakat dan teknologi tepat guna, khususnya dibidang usaha ekonomi 
masyarakat.  
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 161, Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi:  
a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan penyelenggaraan dibidang usaha ekonomi 
masyarakat; 
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang usaha 
ekonomi masyarakat 
c. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang usaha 
ekonomi masyarakat; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
pokok dan fungsi. 
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2) Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.  
Sub Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok: 
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, 
memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang usaha ekonomi 
masyarakat dan teknologi tepat guna, khususnya dibidang teknologi tepat 
guna.  
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 163, Sub Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:  
a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna; 
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembinaan dan 
pengembangan teknologi tepat guna; 
c. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan 
pengembangan teknologi tepat guna; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
pokok dan fungsi. 
4.9. Peran (BPMPD) Melalui Program Peningkatan Pemberdayaan 
masyarakat Perdesaan Di Kabupaten Bulukumba   
Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu proses peningkatan 
kemampuan masyarakat untuk lebih sejahtera secara mandiri. Saat ini 
program pemberdayaan merupakan salah satu cara yang paling efektif 
sebagai bentuk upaya untuk memecahkan permasalahan 
kemiskinan,tanpa terkecuali di Indonesia dan khususnya Pemerintah di 
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Kabupaten Bulukumba. Banyak hal dan upaya yang telah dilakukan untuk 
mengurangi permasalahan kemiskinan dan ketertinggalan di Indonesia, 
namun pada umumnya upaya-upaya pendekatan dan pemberdayaan 
berupa program atau proyek yang dilakukan oleh pemerintah tersebut 
selalu bersifat top-down yang tidak tepat pada sasaran.  
Selain itu juga,hal tersebut terkesan hanya melaksanakan program 
saja atau proyek saja, sehingga tidak membuahkan hasil dari upaya 
pemecahan permasalahan kemiskinan melainkan semakin bertambahnya 
permasalahan. 
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau 
meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun 
berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya 
peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. 
Pemberdayaan masyarakat memerlukanketerlibatan yang lebih besar dari 
perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan 
kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.  
Pemberdayaan yang baik haruslah melihat kepada esensi dari 
permasalahan yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh masyarakat 
miskin pada umumnya,melihat apa yang dibutuhkan dan bagaimana 
upaya mengatasinya, agar hal tersebut haruslah benar-benar menjadi 
permasalahan yang difokuskan, sehingga upaya proses pemberdayaan 
dapat dilakukan secara matang dan dapat berjalan secara 
optimal.Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Badan Pemberdayaan 
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Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba dalam upaya 
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bulukumba 
melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
4.10. BPMPD Berperan Dalam Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana 
Kerja 
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.54 tahun 
2010 tentang perubahan nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah. Maka setiap dokumen perencanaan harus 
dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan dengan mengukur 
realisasi capaian-capaian target perencanaan yang telah ditetapkan 
melalui rencana strategis. 
Adapun dalam pelaksanaan evaluasi rencana kerja ini 
memperhatikan beberapa unsur pokok lain, yaitu : 
a. Masalah-masalah yang dihadapi 
b. Tujuan yang dikehendaki 
c. Sasaran-sasaran prioritas untuk mewujudkannya 
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya 
e. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, sebagai point 
dalam penyusunan perencanaan tahun selanjutnya 
f. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan  
konsistensi pembangunan 
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4.11. Analisis Peran BPMPD Dalam Kinerja Pelayanan  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 09 
tahun 2011 tentang Pembentukan dan Sasaran Organisasi Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Bulukumba dan Peraturan Bupati Bulukumba 
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Unit Kerja pada Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Bulukumba maka Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Pemerintahan Desa dan (BPMPD) Kabupaten Bulukumba 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang 
tugasnya 
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Dimana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan 
(BPMPD) Kabupaten Bulukumba di pimpin oleh seorang Kepala Badan 
yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bulukumba. 
Ada beberapa hal yang menjadi kinerja SKPD dalam pemberdayaan 
masyarakat Pemerintahan Desa antara lain : 
a. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan ekonomi 
masyarakat serta melaksanakan bimbingan teknologi tepat guna 
dalam proses pemanfaatan potensi sumber daya alam di desa. 
b. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan peranan 
kelembagaan dan pelatihan masyarakat. 
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c. Mengolah data, pengolahan keuangan desa, menyusun 
merencanakan dan melaksanakan pengembangan pemerintahan 
desa. 
d. Mengumpulkan, mengolah data,merencanakan, melaksanakan dan 
memberi petunjuk serta bimbingan terhadap peningkatan fungsi 
dan peran kelembagaan masyarakat dan lembaga lainnya. 
e. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan 
sosialisasi wawasan kebangsaan,pembinaan nilai-nilai sejarah 
kebangsaan dan pelaksanaan pembauran. 
f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan 
evaluasi implementasi kebijakan politik, kelembagaan politik dan 
pemantapan kewapadaan dini dan kerjasama intelejen kemanan. 
g. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan 
evaluasi hubungan dengan organisasi masyarakat. 
4.12. Penyelenggaraan Pelaksanaan BPMPD 
Dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bulukumba ada 
beberapa hal yang menjadi perhatian utama :  
a. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia 
b. Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa 
c. Pengusulan APBD demi mendukung pelaksanaan program 
d. Revitalisasi Keberadaan Lembaga Perekonomian Desa 
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Peraturan Daerah Bulukumba No 09 tahun 2011 tentang Badan 
Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi yaitu ;  
1. perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.  
Dari pemaparan tugas pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Pemerintahan Desa ini, kemudian ditetapkan indikator 
untuk mengukur tingkat keberhasilan BPMPD dalam 
mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya di kabupaten 
Bulukumba yaitu perumusan kebijakan teknis melalui perencanaan 
strategis, kemudian pelaksanaan dan mengkaji program-program 
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam dukungan atas 
penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembinaan, pengarahan dan 
pengawasan dalam bidang pemberdayaan dan pemerintahan desa.  
4.13. Peran BPMPD Dalam Perumusan Kebijakan Teknis Melalui 
Perencanaan Strategis  
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang 
organisasi dan tata kerja inspektorat, BAPPEDA, Dan lembaga teknis 
daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
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(BPMPD) Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu lembaga teknis 
daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi.  
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Bupati Bulukumba 
memerlukan adanya suatu pedoman pelaksanaan kegiatan melalui 
perumusan kebijakan teknis. Sejak ditetapkannya Undang–undang Nomor 
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
yang diikuti dengan beberapa aturan turunannya seperti Peraturan 
Pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba wajib menyusun 
RPJMD Kabupaten Bulukumba yang menjadi acuan Perangkat Daerah 
yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 
(BPMPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang berisi 
program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai langkah 
dalam perumusan kebijakan teknis.  
Menindaklanjuti perubahan struktur organisasi kabupaten 
Bulukumba dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bulukumba yang lebih 
dititik beratkan kepada “ Pemerintahan yang baik berdasarkan nilai agama 
dan budaya ” maka terkait dengan hal tersebut diatas Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyusun 
dasar/pedoman pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung program 
Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Bulukumba, yang diaplikasikan 
melalui program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa yang harus 
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dipertanggung jawabkan sebagai tolak ukur capaian kinerja yang 
merupakan penjabaran rencana strategis Kelapa Daerah dan sebagai 
bentuk pelaksanaan kewenangan Kepala Daerah di bidang 
Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.  
Penyusunan Rencana Strategis sebagai langkah dari perumusan 
kebijakan teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa Kabupaten Bulukumba dimaksudkan sebagai instrumen 
perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program 
dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi 
setiap Bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu. 
Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala BPMPD Bulukumba 
Bapak H.Andi Rahman,SE mengatakan bahwa : 
“Perumusan kebijakan teknis yang dihasilkan pada akhirnya 
akan menjadi rencana kerja yang digunakan sebagai alat 
kendali dan alat penilaian kualitas kinerja, sehingga 
memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh 
aparatur BPMPD Bulukumba yang merupakan pelaksana 
kegiatan dan koordinasi yang baik antar bidang.” 
(wawancara tanggal 05 januari 2015) 
 
Berdasarkan analisis terhadap arah perumusan kebijakan teknis 
pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 yang termuat dalam 
RKPD,maka dapat di indentifikasi SKPD yang berkontribusi dalam upaya 
mendukung pelaksanaan perioritas pembangunan,sebagaimana yang 
termuat dalam Tabel 4.10 
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Tabel 4.8 
Pembagian Prioritas Pembangunan Berdasarkan Sektor 
Pembangunan/SKPD 
 
NO 
PRIORITAS 
PEMBANGUNAN 
 
SKPD TERKAIT 
1 Peningkatan prekonomian 
daerah dan percepatan 
pertumbuhan ekonomi yang 
berkualitas  
Badan Promosi dan Penanaman 
Modal dan Perizinan,Dinas 
Perdagangan,Koperasi,Dinas 
Parawisata dan Seni Budaya,dan 
kanto Ketahanan Pangan  
2 Penanggulangan 
kemiskinan,pengurangan 
esenjangan,perbaikan iklim 
ketenagakerjaan  
Dinas Sosial tenaga Kerja Dan 
Linmas : Kantorpelatihan Tenaga 
Keja 
3 Revitalisasi proses 
desentralisasi,otonomi 
daerah,serta peningkatan 
ketenttraman  dan ketertiban 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah:Badan keuangan aset 
daerah,Badan kepegawaian 
Daerah:Kantor Pemeberdayaan 
Masyarakat Desa 
Sumber : diolah dari RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 dan 
Struktur Organisasi  Pemerintah Kabupaten Bulukumba. 
Berdasarkan Tabel 3 yang Diolah dan merupakan hasil identiifikasi 
dan analisis terhadap arah perumusan kebijakan teknis Pemerintah 
Kabupaten Bulukumba. 
Pada tahun 2014 Kantor Kecamatan di Kab.Bulukumba 
memperoleh alokasi anggaran belanja langsung sebesar 
Rp.2.065.882.762,Akan tetapi anggaran sebesar itu kemudian 
didistribusikan kepad 10 kecamatan  Se-Kabupaten Bulukumba. 
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Tabel 4.9 
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pada Kantor Kecamatan  
NO KECAMATAN 
ALOKASI ANGGARAN 
(Rp) (%) 
1 Ujung Bulu 396.455.750 19.19 
2 Ujung Loe 255.718.375 12.38 
3 Bulukumpa 168.828.000 8.17 
4 Rilau Ale 200.387.000 9.70 
5 Gantarang 195.353.997 9.46 
6 Kindang  165.588.940 8.02 
7 Herlang 164.256.400 7.95 
8 Bonto Tiro 172.685.400 8.36 
9 Bonto Bahari 170.610.900 8.26 
10 Kajang 175.998.000 8.52 
 Jumlah 2.065.882.762 100.00 
Sumber: Dolah dari APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa Bulukumba bertujuan memantapkan terlaksananya 
kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin 
dicapai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam 
kerangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten 
Bulukumba 
4.14. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi Dan Kebijakan  
A. Visi 
“Terwujudnya Pemberdayaan Msayarakat dan Kapasitas Aparat 
Desa menuju Pembangunan Masyarakat yang Mandiri”.  
B. Misi 
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Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 
adalah : “mengembangkan kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk 
berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat 
mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri” melalui :  
1) Pemantapan kelembagaan sera pembangunan partisipasi dan 
kewaspadaan masyarakat 
2) Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga 
termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat. 
3) Meningkatkan efektifitas pnyelengaran pemerintahan desa dalam 
proses pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. 
4.15. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
1.Tujuan 
1) Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang 
maju dan dinamis; 
2) Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga 
termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat 
3) Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengeloaan sumber 
daya alam yang efektif dan efensien dan didasarkan pada 
pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi 
tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dalam mendukung 
kegiatan ekonomi produktif 
4) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemeritahan desa 
dalam proses pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. 
2. Sasaran 
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1) Berperannya lembaga kemasyarakat dan kader pemberdayaan 
masyarakat dalam rangka mendorong dan mengembangkan 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan; 
2) Tertatanya kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat 
yang maju dan dinamis; 
3) Tebangunnya berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat 
yang didukung lembaga sosial sipasi masyarakat dalam 
pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan 
pelestarian lingkungan hidup untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya 
bagi kehidupan masyarakat melalui pengunaan teknologi tepat 
guna; 
4) Terselenggaranya pemerintahan desa dan pengelolaan 
pembangunan secara partisipatif sesuai dengan prinsip-prinsip tata 
pemerintahan yang baik; 
3. Strategi  
Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana 
dimaksud di atas, maka diperlukan upaya-upaya strategi sebagai berikut : 
1) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
permerintahan kelurahan yang demokratis melalui pengembangan 
kapasitas pemerintahan desa/kelurahan, pengelolaan keuangan 
desa, system administrasi dan kelembagaan desa 
2) Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta 
pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam 
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pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan 
manajemen pembangunan partisipatif 
3) Memantapkan system pendataan profil desa sebagai basis data 
dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan dan 
pengembangan kebijakan daerah; 
4) Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai tradisi 
dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat 
dan usaha-usaha desa 
5) Mendorong permasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat 
guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya 
alam yang berwawasan lingkungan. 
4. Kebijakan  
Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana 
dimaksud diatas, maka diperlukan kebijakan sebagai berikut : 
1) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
pemerintahan kelurahan yang demokratis melalui pengembangan 
kapasitas pemerintahan desa, pengelolan keuangan desa, sistem 
adminstrasi dan kelembagaan desa 
2) Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta 
pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam 
pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan 
manajemen pembangunan partisipatif. 
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3) Memantapkan system pendataan profil desa/kelurahan sebagai 
basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di 
desa/kelurahan dan pengembangan kebijakan daerah. 
4.16. BPMPD Berperan Dalam Menelaah Usulan Program dan 
Kegiatan Masyarakat 
Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang 
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat 
terkait langsung dengan pelayanan,LSM,asosiasi-asosiasi,perguruan 
tinggi maupun dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) 
Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun 
berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi SKPD dari penelitian 
lapangan dan usulan kegiatan Musrenbang yang terkait dengan usulan 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) 
Kabupaten Bulukumba ke dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah. 
Dari hasil forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) 
dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam 
format Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bagi setiap SKPD. 
Dalam keadaan banyaknya usulan masyarakat yang mendesak dan belum 
termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah 
dirancang.  
Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu 
indikatif setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ditentukan 
dalam rancangan awal RKPD. Sehingga rancangan RKPD merupakan 
integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan 
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rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA 
SKPD) yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap SKPD. 
Musrenbang tahunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) dan Forum SKPD berfungsi menjebatani kepentingan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan 
masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku 
kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah 
untuk tahun yang direncanakan. 
Program prioritas yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat 
desa dan pemerintahan desa dalam rangka pencapaian kesejahteraan 
masyarakat desa, pembangunan harus dititik beratkan pada upaya 
meningkatkan kinerja pembangunan desa. Peningkatan kinerja 
pembangunan desa harus berorientasi pada penguatan pemerintahan 
desa dan lembaga kemasyarakatan desa, pengembangan kapasitas 
keuangan desa, pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan 
partisipasi pembangunan, peningkatan ekonomi perdesaan, peningkatan 
usaha pelestarian lingkungan untuk meningkatkan daya dukung kualitas 
kerja, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi 
tepat guna. 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala BPMPD Bulukumba 
Bapak H.Andi Rahman,SE mengatakan bahwa : 
”Rencana Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba merupakan 
bagian dan pelaksanaan Peran BPMPD dimana Proses 
pelaksanaan kegiatan dan strategi pencapaian kinerjanya 
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mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan 
pengembangan program kegiatan harus terlaksana secara 
tersinergi dan berkesinambungan.” (wawancara tanggal 05 
januari 2015) 
Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak 
Abd Rahman Ismail Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa: 
“Setiap program dan kegiatan yang ada diharapkan bisa 
memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam upaya 
mempercepat penanggulangan kemiskinan dan juga bagi 
aparatur pemerintahan agar kinerjanya bisa semakin 
maksimal.” (wawancara tanggal 07 januari 2015) 
 
Tabel.4.10 
Alokasi Anggaran  SKPD 2014 
NO SKPD ALOKASI ANGGARAN 
1 Kantor BPMPD 462.701.313 
2 Kantor Pelatihan Tenaga Kerja 423.849.000 
 JUMLAH 886.550.313 
Sumber:Diolah dari Penjabaran APBD Ka.Buluukumba Tahun 2014 
Dari kedua SKPD itu seperti Tabel 4.7 di atas BPMPD yang 
mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp.462.701.313,atau 52,19% 
Adapun program dan kegiatan Badan pemberdayaan masyarakat 
Dan Pemerintahan Desa adalah : 
1. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan 
penguatan kelembagaan ekonomi Pedesaan  
a) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa 
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
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c) Penyediaan Alat Tulis Kantor 
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
e) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 
g) Penyediaan Makanan dan Minuman 
h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 
i) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 
b) Pengadaan Mebelur 
c) Pengadaan Komputer 
d) Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 
e) Pengadaan Perlengkapan Kantor 
f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
h) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 
4. Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur  
a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan  
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 
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b) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan  
a) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 
b) Pembinaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna 
c) Fasilitasi Pelaksanaan Gerak Pengentasan Kemiskinan 
d) Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
7. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun 
pedesaan  
a) Pelaksanaan musyawarah masyarakat dalam membangun 
pedesaan 
b) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 
Kedua adalah Kantor Pelatihan Ketenagakerja yang memperoleh 
alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.423.849.000 atau 47,81% 
dari total Belanja Langsung yang dialokasikan unuk pelaksanaan 
perioritas pembangunan Desa. Minimnya anggaran Belanja Langsung 
yang dialokasikan pada SKPD ini menyebabkan hnya ada tiga kegiatan 
yang terkait dilaksanakan untuk mendukung prioritas pembangunan 
ketenagakerjaan yaitu : 
a) Pengadaan peralatan pendidikan keterampilan bagi pencari kerja 
b) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 
c) Monitoring,evaluasi dan pelaporan 
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4.17. Program – program kegiatan yang di perangi oleh BPMPD 
dalam dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 
Program-program yang ditetapkan dalam rencana stratejik sebagai 
langkah dalam perumusan kebijakan teknis merupakan cara untuk 
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kebijakan dan 
program yang ada dilakukan kegiatan yaitu tindakan nyata dalam jangka 
waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan 
memanfaatkan sumber daya ada untuk mencapai sasaran dan tujuan 
tertentu. Untuk lebih jelasnya dibawah ini diuraikan kegiatan yang telah 
dilaksanakan. 
Berdasarkan program pada tahun 2014 oleh Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba adalah sebagai 
berikut:  
4.18. BPMPD Berperan Dalam Program Peningkatan sarana dan 
prasarana 
Program ini diperuntukkan bagi penyediaan jasa, pengadaan 
barang dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkup Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Bulukumba. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah berupa 
pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung 
kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan 
peralatan gedung kantor, Penataan Penggunaan Aset Daerah, 
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.  
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Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Muh.Tayeb,SE 
selaku KA.SUBAG Umum Dan Kepegawaian yang menyatakan bahwa:  
“Sarana dan prasarana aparatur sangat menunjang bagi aparatur di 
lingkup BPMPD karena ini menjadi suatu aspek bagaimana kinerja 
setiap pegawai bisa terlaksana dengan baik dalam menjalankan 
setiap tugas dan tanggung jawabnya.” (wawancara tanggal 07 
januari 2015)  
 
4.19. BPMPD Berperan Dalam Program peningkatan Kapasitas 
sumber daya aparatur Desa. 
Program ini memberikan dampak upaya peningkatan kualitas 
sumber daya manusia bagi aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba. Melalui kegiatan berupa 
Penataan Administrasi Kepegawaian dan Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan.  
Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Muh.Tayeb,SE 
selaku KA.SUBAG Umum Dan Kepegawaian yang menyatakan bahwa: 
“Memang pengembangan pegawai melalui diklat teknis sangat 
dibutuhkan oleh pegawai dan sangat membantu pegawai dalam 
mengembangkan kinerja organisasi. Diklat teknis dilakukan sesuai 
dengan tugas yang diberikan artinya pegawai diberi diklat sesuai 
dengan tugas dan fungsinya secara umum.” (wawancara tanggal 
07 januari 2015) 
 
4.20. BPMPD Berperan Sebagai Peningkatan Keberdayaan 
Masyarakat Perdesaan. 
Dalam pelaksanaannya program ini berupaya untuk memberikan 
fasilitasi kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan 
penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai 
macam kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program ini yaitu : 
Fasilitasi Perlombaan desa/Kelurahan, Penyelenggaraan Perlombaan 
136 
 
Desa dan Kelurahan, Koordinasi dan Pengendalian Program PNPM 
Mandiri Perdesaan, Penyebaran Informasi PNPM Mandiri Perdesaan, 
fasilitasi penguatan Kelembagaan dan Pemantau Unit Pengaduan 
Masyarakat, Dukungan Sarana dan Prasarana Perdesaan, Pelatihan 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesa bagi aparat pemerintah desa dan 
kelurahan.  
Dari Hasil Wawancara dengan Bapak Muh.Ali Muslim  Tokoh 
Masyarakat di Bulukumba mengatakan bahwa :  
“Kita semua tahu PNPM Mandiri merupakan salah satu mekanisme 
program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM 
Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan 
dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Nah, Disini 
masyarakat harusnya bersatu untuk terjun langsung dalam 
pembangunan, baik infrastruktur jalan, kesehatan, maupun 
pendidikan.” (wawancara tanggal 07 januari 2015) 
 
Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh Bapak Ahmad 
Darfin,Spd selaku lurah di kelurahan Laikang yang mengatakan bahwa:  
“Dengan melihat Kondisi sekarang harusnya cepat dilakukan 
penanganan untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat 
kecemburuan sosial karena melalui program PNPM Mandiri 
Perdesaan, pembangunan tersebut semestinya bisa berjalan 
dengan cepat.” (wawancara tanggal 08 januari 2015) 
 
4.21. BPMPD Berperan dalam Program peningkatan partisipasi 
masyarakat  
Program ini bertujuan mendorong partiisipasi masyarakat agar lebih 
banyak berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Dalam 
pelaksanaannya progtam ini difokuskan pada pendekatan pemberdayaan 
masyarakat.Adapun bentuk pelaksanaan dari program ini adalah 
memberikan aspek penyadaran kepada masyarakat dengan melihat 
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aktivitas keterlibatan masyarakat dalam proses-proses pembangunan 
yang ditandai dengan meningkatnya kehadiran dan kontribusi masyarakat 
dalam aktivitas proses pembangunan di perdesaan dan perkotaan.  
Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Iwan 
Salassa,SE Kadada selaku anggota LSM Bulukumba mengatakan bahwa  
“Inilah yang sering menjadi suatu polemik dimana masyarakat 
terkadang apatis terhadap setiap program dan kegiatan terutama 
dalam hal pemberdayaan, kurangnya sosialisasi dan pelatihan 
merupakan salah satu penyebabnya.” (wawancara tanggal 14 
januari 2015)  
 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : Pelatihan 
Kader Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Keswadayaan Gotong 
Royong Masyarakat dan juga Pelaksanaan musyawarah masyarakat 
dalam membangun pedesaan 
4.22. BPMPD Dalam Melakukan Penguatan Kelembagaan Ekonomi 
Perdesaan 
Dalam pelaksanaan program ini menitik beratkan kepada upaya 
peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat, dan memberikan 
fasilitasi kepada masyarakat baik dalam upaya peningkatan sumber daya 
manusia (SDM) masyarakat yang dijabarkan dalam bentuk pemberian 
pelatihan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang 
dilakukan oleh masyarakat, sehingga diharapkan dari pemberian pelatihan 
akan memberikan dampak pada pengembangan jenis usaha yang 
dilakukan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini juga diberikan 
pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat dengan tujuan agar 
masyarakat mampu untuk lebih mengembangkan usahanya. Selain itu 
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masyarakat dapat memperoleh akses dengan lembaga. Dengan demikian 
kegiatan yang tertuang dalam pelaksanaan program ini memberikan 
dampak secara langsung bagi masyarakat.  
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andi Irwan Idjo,SE 
selaku Kepala bidang usaha ekonomi dan masyarakat dan TTG yang 
mengatakan bahwa:  
“Program ini dilakukan untuk mengenalkan teknologi tepat guna 
pada masyarakat dan tidak lupa pula koordinasi antara pemerintah 
daerah dengan pengguna teknologi tepat guna harus ditingkatkan 
dan sebagai ajang promosi bagi para innovator kepada 
masyarakat.” (wawancara tanggal 15 Januari 2015) 
 
Hal ini dibenarkan oleh Ka. Subid Bidang Teknologi Tepat Guna 
(TTG) yaitu Bapak Drs.Muh.Daud Kahal yang mengatakan bahwa :  
“Teknologi tepat guna (TTG) harusnya menjadi salah satu wahana 
untuk meningkatkan motivasi dalam pemanfaatan dan 
pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan, 
meskipun sebagian warga sudah memanfaatkan teknologi tepat 
guna tapi harus diakui itu semua belum berjalan dengan optimal.” 
(wawancara tanggal 16 januari 2015) 
 
Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah: 
Pelatihan Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Usaha BUMDES, 
Pengembangan dan Dukungan Kegiatan Usaha Ekonomi Keluarga Miskin, 
Fasilitasi dan Pelatihan Jenis Usaha Kegiatan BUMDES, Pembangunan 
Jalan Desa, Dukungan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, 
Rintisan jalan desa.  
Kinerja Badan Pemnberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan 
Desa (BPMPD) Kabupaten Bulukumba pada dasarnya adalah gambaran 
mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah 
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sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi pemerintah Kabupaten 
Bulukumba. Sasaran dan tujuan dalam manajemen berbasis kinerja 
merupakan hasil yang dicapai oleh BPMPD Kabupaten Bulukumba dalam 
rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan kinerja adalah 
merupakan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil, sehingga 
kinerja BPMPD Kabupaten Bulukumba benar-benar dapat dirasakan 
manfaatnya bagi masyarakat 
Senada dengan wawancara penulis dengan Kepala BPMPD 
Bulukumba Bapak H.Andi Rahman,SE yang mengatakan bahwa: 
“Dalam setiap pelaksanaannya pasti ada keberhasilan dan 
ketidakberhasilan yang dicapai, tapi itu hal yang lumrah. Yang 
penting kedepannya bagaimana kita harus selalu meningkatkan 
kinerja untuk hasil yang lebih baik karena ini merupakan tanggung 
jawab bersama.” (wawancara tanggal 19 januari 2015) 
 
4.23. BPMPD Menyelenggarakan Pembinaan, Pengarahan dan 
Pengawasan Tugas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan 
Desa 
Dalam melakukan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat 
dan Pemerintahan Desa ada beberapa hal yang perlu dilakukan BPMPD 
untuk mampu memberdayakan secara penuh setiap elemen sekaligus 
untuk mampu mencapai tujuan bersama. Dari tugas dan fungsi BPMPD 
dalam pelaksanaan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan 
masyarakat ini maka ada 3 poin indikator yang ditetapkan antara lain 
pengarahan, pembinaan dan pengawasan.  
Untuk melihat secara jelas ketiga indikator ini dapat dilihat pada 
penjelasan dibawah ini: 
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4.24. Pengarahan  
Pengarahan yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan 
masyarakat adalah salah satu hal yang sangat perlu dilakukan oleh semua 
aparatur didalam ruang lingkup BPMPD dalam kapasitasnya selaku 
kordinator kegiatan pemberdayaan bagi masyrarakat. Pengarahan yang 
dimaksud adalah bagaimana mengarahkan masyarakatnya agar mampu 
melakukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 
apa yang direncanakan sehingga tujuan yang diharapkan mampu 
tercapai. 
Dalam wawancara dengan kepala bidang Kelembagaan dan 
Pelatihan Masyarakat BPMPD Ibu Rosdia,Spd mengatakan bahwa : 
“Pengarahan disini adalah wujud Fasilitasi yang dilakukan 
bertujuan utama untuk upaya mendorong partisipasi dan 
kemandirian masyarakat. Setiap Kegiatan yang dilakukan 
menjadi salah satu bagian dalam proses pemberdayaan 
masyarakat.Analisis peran BPMPD sebagai fasilitator tidak 
hanya memberikan kemudahan terhadap berbagai akses 
bantuan saja tetapi secara proaktif melakukan intervensi 
langsung kepada masyarakat.” (wawancara tanggal 22 
januari 2015) 
 
4.25. Pembinaan 
Dengan pemberian pembinaan yang kompeten dan berkesinam-
bungan masyarakat yang pada awalanya tidak tahu dapat menjadi tahu 
dan mampu melaksanakan setiap hal yang direkomendasikan dengan 
baik dan terarah. Pembinaan yang dimaksud adalah sejauh mana BPMPD 
mampu melakukan dan memberikan bimbingan terhadap apa yang 
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dikerjakan, baik itu hal-hal yang memang telah menjadi ketentuan maupun 
hal-hal baru yang tidak pernah didapatkan masyarakat sebelumnya. 
4.6.Pengawasan  
Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kegiatan yang 
dijalankan tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan, selain itu 
dengan pengawasan yang efektif hal-hal yang menyimpang dapat segera 
diperbaiki dan dikembalikan pada tempatnya.  
Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala bidang 
Pemerintahan desa Bapak Sultan,S.Sos, mengatakan bahwa : 
“maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap 
orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil 
pelaksanaan pekerjaannya. pengawasan dimaksudkan untuk 
mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, 
penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan 
lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang 
telah ditentukan.” (wawancara tanggal 23 januari 2015) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala BPMPD Bapak H.Andi 
Rahman,SE yang mengatakan bahwa  
“Semua pihak harus secara bersama-sama untuk memantai 
keadaan di kecamatan, kelurahan dan desa karena banyak 
pembangunan disimpangsiurkan dan terlasana asal jadi. Hal 
ini perlu dilakukana pengecekan langsung untuk mengetahui 
setiap pelaksanaan program terutama PNPM di desa-desa” 
(wawancara tanggal 26 januari 2015) 
 
4.27. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberdayaan 
Masyarakat 
Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang 
mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan 
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Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa, untuk menjadi efektif dan 
baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang 
mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah 
sebagai berikut : 
4.28. Faktor Pendukung 
1. Peran serta masyarakat desa,LSM,Lembaga organisasi masyarakat 
perdesaan. 
Didalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah 
bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan 
yang aktif dan bukan penerima pasif. Konsep gerakan pemberdayaan 
masyarakat dalam pembangunan, mengutamakan inisiatif dan kreasi 
masyarakat, dengan strategi pokok member kekuatan (Power) kepada 
Masyarakat.  
Masyarakat yang lebih mengenal kebutuhan dan permasalahannya 
harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan-
kebutuhannya. Merumuskan rencana-rencananya serta melaksanakan 
Konsep Pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat.   
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sultan,S.sos selaku 
Kepala Desa Tanah Toa  bahwa  
”Pelaksanaan dan peran BPMPD dapat berjalan tidak terlepaskan 
dari dorongan dan partisipasi dari masyarakat desa, LSM, lembaga 
organisasi masyarakat perdesaan. Oleh karena itu semua pihak 
kami harapkan dapat berjalan sinergis untuk mencapai hasil yang 
diharapkan 
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Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Andi Iwan 
Salassa,SE selaku anggota LSM Tipalayo yang menyatakan bahwa: 
”Semua pihak memang harusnya dilibatkan dalam setiap 
kegiatan yang dijalankan dengan mengutamakan 
transparansi sehingga proses pengawasannya dapat 
berjalan dengan baik. Ini dilakukan untuk menunjukkan 
perubahan pada pemerintahan paling bawah ke arah lebih 
demokratis.” 
 
Partisipasi warga masyarakat dalam melaksanakan gerakan 
pembangunan tersebut harus selalu ditumbuhkan , didorong dan 
dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi warga 
masyarakat tersebut adalah semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan 
sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral bersama, 
kepercayaan bersama dan cita-cita bersama. 
2. Sarana dan Prasarana 
Keberadaan sarana dan prasarana dalam suatu lembaga teknis 
daerah merupakan salah satu modal untuk mendukung pelaksanaan 
Peran. Di ruang lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Pemerintahan Desa (BPMPD) Bulukumba sendiri masih kekurangan 
sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan tertib 
administrasi. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk memecahkan 
masalah tersebut yaitu menyusun rencana kebutuhan barang dan 
mengajukan sarana dan prasarana pada rencana kegiatan anggaran 
Tahun berikutnya. 
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4.29. Faktor Penghambat 
1. SDM di BPMPD, Aparat Pemrintahan Desa 
Sumber daya memegang peranan yang penting dikarenakan 
apabila dari pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk 
melaksanakan kebijaksanaan maka implementasi mungkin berjalan tidak 
efektif. Sumber daya yang dimaksud disini adalah staf yang mempunyai 
skill memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya, informasi mengenai 
pelaksanaan, kebijakan atau data-data yang akurat dan wewenang serta 
fasilitas yang diperlukan. 
Masih terbatasnya SDM yang ada di Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa baik jumlah personil maupun 
spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang 
diemban oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
(BPMPD) menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam usaha 
meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, mengembangkan 
lembaga ekonomi desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
membangun desa dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan 
desa. 
Dari Hasil wawancara dengan Bapak H.Andi Rahman,SE 
mengemukakan bahwa :  
“Kami mengakui dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang 
kurang memadai dan kualitas Sumber Daya Manusia masih belum 
maksimal terbukti masih terbatas dan masih rendahnya kapasitas 
dan kualitas aparatur pemerintah yang ditunjukkan dengan belum 
maksimalnya tingkat pelayanan yang dirasakan masyarakat.” 
(wawancara tanggal 27 januari 2015) 
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Apabila pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, 
kemungkinan besar mereka melaksanakan sebagaimana yang diinginkan 
oleh pembuat keputusan. Begitu juga berlaku sebaliknya apabila terjadi 
hal yang berlawanan. 
Dengan demikian kecenderungan-kecenderungan pelaksana 
biasanya menimbulkan pengaruh terhadap kelancaran implementasi, baik 
yang mendukung maupun yang menghambatnya. 
Adapun kendala yang di hadapi BPMPD yaitu kendala internal dan 
kendala eksternal 
A. Kendala Internal 
a. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Bulukumba dalam 
menyediakan anggaran untuk mendukung program-program yang 
ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa 
(BPMPD) Kabupaten Bulukumba. 
b. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) 
Kabupaten Bulukumba dalam  mendukung keseluruhan program 
dibidang persatuan dan kesatuan bangsa dan pembangunan politik. 
Hal ini mengingat bahwa tugas, fungsi dan tanggungjawab 
pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa serta politik juga 
menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. 
c. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang mendukung 
upaya pembangunan pada Badan Pemberdayaan  Masyarakat 
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Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bulukumba belum 
memadai. 
d. Koordinasi pembangunan yang dilaksanakan pada berbagai 
instansi terkait dalam kegiatan berdimensi Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bulukumba 
masih lemah dan masih terliat tumpang tindih program. 
e. Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari 
kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai bidang-bidang 
tugas yang membutuhkan keahlian khusus, minimnya penguasaan 
teknologi juga menjadi salah satu keterbatasan, mengingat 
penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi 
peningkatan pengetahuan dan efektifitas serta efisiensi kerja 
f. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran pemerintah daerah 
maupun pemerintahan desa yang belum optimal dan ruang 
perkantoran yang kurang memadai, padahal manfaat besar untuk 
menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat 
sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnyapun semakin 
menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian/pemeliharaan. 
B. Kendala Eksternal 
a. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program dalam 
mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi 
masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dimana : 
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 Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa 
relative masih rendah 
 Kemampuan dan keterampilan pengurus lembaga 
kemasyarakatan belum merata pada seluruh anggota 
pengurus. 
 Rendahnya motivasi masyarakat untuk diperankan sebagai 
lembaga kemasyarakatan 
 Keberadaan lembaga perekonomian desa belum berfungsi 
secara maksimal 
 Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) 
perangkat desa 
 Masih kurangnya aparatur desa yang ahli/kompeten 
dibidangnya 
b. Basis data yang  valid guna menunjang pengambilan keputusan 
masih lemah. Selain basis data yang masih lemah, aksesibilitas 
terhadap data juga sulit. Masyarakat masih sulit mengakses data 
dan informasi pembangunan yang pada akhirnya berdampak 
kepada distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran dan 
minimnya partisipasi masyarakat untuk mendukung dan terlibat 
dalam pembangunan daerah. 
c. Maraknya kelembagaan sosial yang muncul dan berbasis adat dan 
suku, berpotensi memunculkan persoalan lain. Hal ini dikarenakan 
antara kelembagaan-kelembagaan sosial itu ada yang dibentuk 
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dengan orientasi politis yang dikhawatirkan kemudian hari justru 
menjadi ancaman bagi kerukunan antar penduduk asli dan 
pendatang, antar etnis dan antar agama. 
2. Dana 
Suatu pembangunan dikatakan berhasil tidak hanya apabila 
pembangunan itu menaikkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga harus 
diukur dengan sejauh mana pembangunan itu dapat menimbulkan 
kemauan dan kemampuan dari suatu masyarakat untuk mandiri, dalam 
arti kemauan masyarakat itu untuk menciptakan pembangunan dan 
melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, baik yang 
berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa 
yang datang dari luar masyarakat.  
Harus disadari bersama bahwa disatu sisi pemerintah, terutama 
pada dewasa ini dihadapkan kepada keterbatasan-keterbatasan 
kemampuan terutama dana untuk dapat memberikan bantuan dan 
dukungan secara layak kepada desa dan juga masyarakat dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, karena 
didalam kenyataannya pemerintah desa juga dihadapkan pada 
keterbatasan sumber daya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai 
dengan kemampuannya sendiri. Di sisi yang yang lain upaya untuk 
menempatkan desa sebagai subyek dan bukan sebagai obyek 
pembangunan harus diupayakan untuk menghindari terulangnya 
pengalaman buruk masa lalu.  
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BPMPD sendiri sebagai salah satu lembaga teknis daerah 
Bulukumba sendiri dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sering 
dihadapkan pada permasalahan dana. Hal ini pun tidak dapat dipungkiri 
bahwa dukungan dana cukup berpengaruh dalam pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi BPMPD itu sendiri. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan 
tentang analisis peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Pemerintahan. Dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan 
serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. 
5.1. Kesimpulan 
Pemberdayaan  masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan 
harkat dan martabat serta taraf hidup masyarakat yang lebih baik, 
memandirikan masyarakat agar lebih sejahtera dan terlepas dari 
perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu perlu adanya 
tindakan pemerintah pusat dan daerah dalam  memberdayakan 
masyarakat menjadi lebih baik. 
1. Peran pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba Khususnya Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten 
Bulukumba dalam Melaksanakan Program Peningkatan 
Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Bulukumba : 
a. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bulukumba. 
Hal ini dilakukan untuk mengukur realisasi capaian-capaian target 
perencanaan yang telah ditetapkan melalui rencana strategis agar 
terlaksana sesuai harapan. 
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b. Analisis Kinerja dan Pelayanan BPMPD, hal ini dilakukan sebagai 
upaya perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang 
dan tugasnya, selanjutnya sebagai pelayanan penunjang 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 
c. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPMPD, penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan 
Desa (BPMPD) Kabupaten Bulukumba ini diarahkan untuk 
mendapatkan kinerja yang akurat dan konsisten mengenai capaian 
kinerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi 
perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip 
keseimbangan biaya, manfaat, efisiensi, keekonomian dan 
efektifitas serta tercapainya tujuan program. 
d. Menelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, hal ini 
dilakukan sebagai upaya untuk menjebatani kepentingan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan 
masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para 
pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja 
pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.  
2. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain : 
a. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Bulukumba dalam 
menyediakan anggaran untuk mendukung program-program yang 
ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa 
(BPMPD) Kabupaten Bulukumba. 
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b. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran pemerintah daerah 
maupun pemerintahan desa yang belum optimal dan ruang 
perkantoran yang kurang memadai, padahal manfaat besar untuk 
menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat 
sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnyapun semakin 
menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian/pemeliharaan. 
c. Kendala Internal dan Eksternal : Kapasitas masyarakat dan lembaga 
kemasyarakatan didesa relatif masih rendah, Kemampuan dan 
keterampilan lembaga kemasyarakatan belum merata, Rendahnya 
motivasi masyarakat sebagai lembaga kemasyarakatan, 
Keberadaan lembaga perekonomian desa belum berfungsi secara 
maksimal, Kurangnya SDM perangkat desa, Kurangnya aparatur 
desa yang ahli/kompeten dibidangnya. 
5.2. Saran 
1. Peran pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba Khususnya 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) 
Kabupaten Bulukumba dalam Pelaksanaan Peran Pemberdayaan 
Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Bulukumba perlu 
dioptimalkan lagi, baik itu dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang masih rendah, Anggaran dan Pembiayaan Program yang 
masih minim, Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang kurang 
mendukung, serta Partisipasi Masyarakat yang cenderung masih 
rendah.  
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2. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang panjang, 
perlu adanya pertemuan atau bimbingan rutin hingga masyarakat 
benar-benar paham dan mengerti dengan tujuan program. 
Keuletan, ketelitian, keseriusan dan kesabaran serta 
keprofesionalan adalah bagian dari faktor keberhasilan dalam 
proses program pemberdayaan. 
3. Untuk dapat lebih optimal peran pemberdayaan masyrakat dengan 
baik perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk 
melaksanakan tugas yang semakin komplek. Upaya yang dapat 
digunakan melalui pelatihan,seminar serta kegiatan lainnya yang 
menunjang peningkatan kinerja aparatur. 
4. Perlu Melakukan koordinasi dan pengajuan penambahan personil 
untuk penempatan pegawai di BPMPD; 
5. Menyusun rencana kebutuhan barang dan mengajukan sarana dan 
prasarana pada rencana kegiatan anggaran Tahun selanjutnya 
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